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Persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban dalam Putusan Nomor 

16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana 

terhadap Anak berupa pidana pembinaan dalam bentuk keikutsertaan dalam 

pendidikan Pondok Pesantren sampai lulus SMA/Sederajat. Selanjutnya, Hakim 

Anak menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana pembinaan dalam bentuk 

keikutsertaan dalam pendidikan Pondok Pesantren di Yayasan Nur 

Arromannirrohim Kamil sampai lulus SMA/sederajat, serta tetap dalam 

pengawasan. Permasalahan penelitian adalah bagaimana penerapan hukum pidana 

terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus 

Putusan Nomor 16/Pid.Sus- Anak/2025/PN Tjk) dan apakah pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan pidana tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh 

anak (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk). 

 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Narasumber penelitian adalah Hakim Anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung 

Karang dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya 

dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap Putusan 

16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk sudah sesuai secara yuridis dan normatif. Hakim 

secara yuridis menerapkan asas lex specialis, yaitu bahwa UU Perlindungan Anak 

berlaku sebagai hukum khusus di atas KUHP, serta asas kepentingan terbaik bagi 

anak (the best interest of the child). Dasar Pertimbangan Hakim dalam penerapan 

sanksi pembinaan di dalam lembaga terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana 

persetubuhan berdasarkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk sudah 

sesuai dari segi yuridis, filosofis dan sosiologis. Secara yuridis adalah perbuatan 

Anak terbukti secarah sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana 

sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak jo. Pasal 64 

ayat  (1)  KUHP. Secara  filosofis   mempertimbangkan   pidana   pembinaan   dan  
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pengawasan terhadap Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara sosiologis, 

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi anak 

 

Saran dalam penelitian ini adalah Hakim hendaknya melakukan pertimbangan yang 

matang dan memperhatikan segala aspek penting terutama bagi Anak Korban dalam 

hal perlindungan, restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Begitu juga kepada Anak 

sebagai pelaku agar putusan dapat memberikan efek jera sekalipun menggunakan 

jenis sanksi pemidanaan yang humanis dengan prinsip restoratif dan rehabilitatif.  

 

Kata Kunci :  Tinjauan Yuridis, Persetubuhan, Anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 LEGAL REVIEW OF SEXUAL INTERCOURSE CRIMES 

 COMMITTED BY CHILD 

 (Case Study of Decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk) 

 

  

By 

PUTRI LINNI FEBRINA HARAHAP 

 

 

The child's sexual intercourse with the child victim in Decision Number 16/Pid.Sus-

Anak/2025/PN Tjk was prosecuted by the Public Prosecutor as a criminal offense 

against the child in the form of training in Islamic boarding school education until 

graduation from high school/equivalent. Furthermore, the Juvenile Judge sentenced 

the child to a form of developmental punishment in the form of participation in 

Islamic boarding school education at the Nur Arromannirrohim Kamil Foundation 

until graduation from high school/equivalent, while remaining under supervision. 

The research problem is how criminal law is applied to the crime of sexual intercourse 

committed by a child (Case Study of Decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN 

Tjk) and what considerations the judge took when sentencing the crime of sexual 

intercourse committed by a child (Case Study of Decision Number 16/Pid.Sus-

Anak/2025/PN Tjk). 

 

The research approach used was normative juridical and empirical juridical. The 

research informants were Juvenile Judges at the Class IA Tanjung Karang District 

Court and lecturers in the Criminal Division of the Faculty of Law, University of 

Lampung. Data collection was conducted through literature and field studies, 

followed by qualitative analysis. 

 

The results of the study indicate that the legal application of Decision 16/Pid.Sus-

Anak/2025/PN Tjk was legally and normatively appropriate. The judge legally 

applied the principle of lex specialis, namely that the Child Protection Law applies 

as a special law above the Criminal Code, as well as the principle of the best 

interests of the child. The Judge's Consideration in Imposing Institutional 

Correctional Sanctions on Children Perpetrated as Sexual Intercourse Criminals, 

based on Decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk, is appropriate from a 

legal, philosophical, and sociological perspective. Legally, the child's actions are 

legally proven and proven to have committed a crime as stipulated in Article 81 

paragraph (2) of the Child Protection Law in conjunction with Article 64 paragraph 

(1)  of   the   Criminal  Code.  Philosophically,  the   Judge   considers  correctional  
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sanctions and supervision of children under Article 71 paragraph (1) of Law 

Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. 

Sociologically, the Judge considers aggravating and mitigating factors for the 

child's sentence.  

 

The recommendation in this study is that the Judge should conduct careful 

consideration and consider all important aspects, especially for child victims, in 

terms of protection, restitution, compensation, and rehabilitation. Likewise, for 

children as perpetrators, punishment should have a deterrent effect, even if it uses 

humane criminal sanctions based on restorative and rehabilitative principles.   

 

Keywords :  Legal Review, Sexual Intercourse, Child 
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MOTTO 

 

 

 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 

(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu” 

(Q.S. Al-Baqarah : 216) 

 

 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 

(Q.S. Al-Baqarah : 286) 

 

 

 

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 

(Q.S. Al-Insyirah : 5) 

 

 

 

“Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah 

jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang 

yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang 

pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada 

langkah yang kedua.” 

(Buya Hamka) 

 

 

 

“Percayakan hidupmu kepada Allah, maka akan kamu rasakan nikmat kehidupan 

yang sebenarnya.” 

(Penulis) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan individu yang merupakan generasi kedua atau manusia yang 

masih dalam usia muda.1 Secara umum, apa yang dimaksud dengan anak adalah 

keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin laki-laki dan 

dengan seorang perempuan, baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar 

perkawinan.2 Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak 

Nomor 23 Tahun 2002, seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun 

merupakan seorang anak, termasuk anak yang sedang berada dalam kandungan. 

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa 

harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak. 

Bagi suatu negara, anak merupakan penerus nilai-nilai perjuangan bangsa dan 

sumber daya nasional yang sangat menentukan hari ke depan bangsa di masa 

depan.3  

 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan tegas menyatakan bahwa 

Negara Republik Indonesia adalah negara Negara Hukum. Negara yang 

menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan 

setiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak. Dalam 

perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan teknologi Indonesia saat ini, 

secara  tidak  langsung  juga  memicu perkembangan dan  keberagaman  perilaku 

 
1 Erwin Asmadi, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara 

Pidana. Luris Studia”, Jurnal Kajian Hukum 1(2), 2020, hlm. 51-60. 
2 Fransiska Novita Eleanora., dll, Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan. Medza 

Media, Bojonegoro, 2021, hlm. 23. 
3 Ariyunus Zai & Taufik Siregar, “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan 

Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias)”, Jurnal Mercatoria, 

4(2), 2021, hlm. 99-116. 
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keijahatan dalam masyarakat. Peirkeimbangan  ini diiringi deingan  beirkeimbangnya 

tindak kriminal yang beirdampak pada diri seindiri, bahkan lingkuingan masyarakat 

seikitarnya. Anak meiruipakan geineirasi peineiruis dari seibuiah bangsa, dalam artian 

bahwa golongan tuia nantinya akan teirgantikan oleih golongan muida. Keibeiradaan 

anak dalam satui neigara sangatlah peinting kareina nantinnya akan meinjadi 

peimimpin yang akan meilanjuitkan keihiduipan seibuiah neigara. Seilain itui, 

lingkuingan dan peindidikan juiga meinjadi faktor peinting dalam peimbeintuikan 

karakteir seiorang anak. 

 

Tindak Pidana meiruipakan suiatui peirbuiatan keijahatan yang meilawan huikuim yang 

larangannya meinganduing ancaman ataui sanksi bagi siapa saja yang meilanggar 

peiratuiran teirseibuit. Tindak pidana juiga dapat teirjadi pada siapapuin dan dapat 

dilakuikan oleih siapa saja, baik tuia, muida, pria, wanita, deiwasa, dan anak-anak. 

Peingeirtian teintang tindak pidana dalam Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana 

dikeinal istilah strafbaarfeiit dan dalam keipuistakaan teintang huikuim pidana seiring 

meimpeirguinakan istilah deilik, seidangkan peimbuiat Uindang-Uindang meiruimuiskan 

suiatui Uindang-Uindang meimpeirguinakan istilah peiristiwa pidana ataui peirbuiatan 

pidana ataui tindak pidana.4  

 

Deifinisi Tindak Pidana tidak diteimuikan dalam peiratuiran peiruindang-uindangan 

Indoneisia. Peingeirtian tindak pidana yang dipahami seilama ini meiruipakan kreiasi 

teioritis para ahli huikuim. Para ahli huikuim pidana uimuimnya masih meimasuikkan 

keisalahan seibagai bagian dari peingeirtian tindak pidana.5 Istilah tindak pidana 

disinonimkan deingan “deilik” beirasal dari bahasa Latin yaitui deilictuim ataui bisa juiga 

diseibuit deilict yang dalam bahasa Beilanda diseibuit Strafbaarfeiit seidangkan huikuim 

pidana neigara-neigara Anglo Saxon meimakai istilah offeinsei ataui criminal act. 

Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP) Indoneisia seindiri beirsuimbeir pada 

Weitbook van Strafreicht (WvS) Neideirland (Beilanda).6 

 
4 Amir, Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pengertian 

Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education & PuKAP 

Indonesia., Yogyakarta, 2012, hlm. 18. 
5 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban 

Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan 

Pertanggungjawaban, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 26. 
6 Ibid.  



3 
 

Istilah-istilah teirseibuit adalah istilah lain yang diguinakan yaitui tindak pidana. 

Istilah ini tuimbuih dari pihak keimeintrian keihakiman yang pada saat itui seiring 

meimakai peiruindang-uindangan. Meiskipuin kata “tindak” leibih peindeik dari kata 

peirbuiatan teitapi tindak tidak meinuinjuik keipada hal abstrak seipeirti peirbuiatan, hanya 

meinyatakan keiadaan konkreit. Tindak adalah keilakuian, tingkah lakui, geirak-geirik, 

ataui sikap jasmani seiseiorang. Seihuibuingan deingan beirbagai macam istilah teirseibuit, 

maka Moeiljatno meingeimuikakan bahwa peirbuiatan pidana adalah peirbuiatan yang 

dilarang oleih suiatui atuiran huikuim, larangan mana diseirtai ancaman (sanksi) yang 

beiruipa pidana teirteintui bagi barang siapa yang meilanggar larangan teirseibuit ataui 

peirbuiatan pidana yang oleih suiatui atuiran huikuim dilarang dan diancam pidana. 

 

Peirseituibuihan teirmasuik kei dalam tindak pidana keisuisilaan, peirseituibuihan teirjadi 

kareina adanya buijuik rayui seihingga meinyeibabkan teirjadinya huibuingan intim. Jadi 

seicara seideirhana peirseituibuihan dapat dikatakan deingan huibuingan intim yang biasa 

dijalankan uintuik meindapatkan keipuiasan seiksuial ataui suiatui cara uintuik 

meindapatkan keituiruinan, peirseituibuihan meiruipakan peirbuiatan manuisiawi seihingga 

peirseituibuihan buikan teirmasuik suiatui beintuik keijahatan meilainkan aktivitas seiksuial 

ini dipeirbuiat tidak seisuiai deingan atuiran huikuim yang beirlakui maka dikatakan 

suiatui peirbuiatan yang dilakuikan itui seibagai keijahatan seiksuial.7 

 

Peirseituibuihan juiga meiruipakan bagian dari deilik peimeirkosaan (veirkrachting). 

Meimpeirkosa adalah meimasuikkan seicara paksa keimaluian laki-laki kei dalam 

keimaluian peireimpuian. Istilah meimpeirkosa ini meimiliki kanduingan peingeirtian 

yang   sama  deingan  meimaksa,  yakni   sama-sama   beintuik  dari tindakan,  hanya  

beidanya tindakan meimaksa beiluim teintui beirbeintuik peirseituibuihan (meimasuikkan 

keimaluian laki-laki keidalam keimaluian peireimpuian), seidangkan meimpeirkosa suidah 

pasti beirbeintuik peirseituibuihan teirleipas dari peirseituibuihan itui dilakuikan antara 

orang deiwasa ataui antar orang deiwasa deingan anak.8  

 

 
7 Andika, D, Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung Di 

Wilayah Hukum Polres Bengkalis (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), terdapat 

https://123dok.com/article/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana-kesusilaan. Diakses pada 

tanggal 7 Maret 2025. 
8 Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. 

Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2020, hlm. 4. 
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Salah satui faktor yang meilatarbeilakangi anak meilakuikan tindak pidana keikeirasan 

seiksuial adalah peingaruih dari teiknologi yang seimakin canggih. Seilain itui, 

muidahnya anak dalam meingakseis inteirneit seihingga seigala hal yang seiharuisnya 

beiluim boleih dilihat oleih uisia anak seihingga meinimbuilkan rasa peinasaran dari 

dalam diri anak uintuik meincoba hal barui teirseibuit. Kuirangnya peingawasan orang 

tuia teirhadap anak, adanya keiseimpatan, peirgauilan anak yang ceindeiruing beibas dan 

kuirangnya tingkat Peindidikan anak teintang eiduikasi seiksuial tidak jarang juiga 

meinjadi faktor peindorong anak meilakuikan tindak pidana keikeirasan seiksuial. 

 

Tindakan peirseituibuihan yang dilakuikan pada anak diseibabkan adanya peingaruih 

dari peirkeimbangan jaringan sosial, seipeirti meilihat film porno dari meidia inteirneit, 

iklan di teileivisi yang tidak seiwajarnya, dan cara hiduip yang seirba peirmisip. 

Beibeirapa peindapat juiga meingatakan bahwa peinyeibab peimicui adanya korban 

keijahatan kareina adanya niat atauipuin keiingin tahuian akan adeigan yang suidah 

dilihat dari meidia sosial seisuiai peirspeiktif viktimologi ataui diseibuit victim 

preicipitation.9 Saat ini suidah banyak teircatat kasuis yang marak teirjadi dalam 

masyarakat kareina tindakan neigatif yang dilakuikan pada anak dan sangat eikslatif 

seipeirti peineilantaran, peinyiksaan, peimeirkosaan, peincabuilan, hingga kasuis 

peirseituibuihan teirhadap anak yang hampir seitiap hari meinjadi topik uitama beirita 

seilain kasuis, narkotika, dan koruipsi. Kasuis peirseituibuihan pada anak tidak jauih dari 

teireiliminasi bahkan meiminimaliskan seirta meinjadikan inteinsitas tinggi bahwa 

anak seibagai barang produiksi atauipuin layaknya konsuimsi. 

 

Peirlinduingan anak meiruipakan keigiatan uintuik meilinduingi anak seirta hak-haknya 

agar dapat meindapatkan keibahagiaan dan hak uintuik hiduip, beirkeimbang, dan seicara 

optimal dapat beirpartisipasi seisuiai harkat martabat seibagai manuisia dan 

meindapatkan  peingayoman dari  tindak  keikeirasan atauipuin diskriminasi.  Meinuiruit  

Maidin  Guiltom,  peingamanan Anak   meiruipakan  seigala   beintuik   tindakan  yang  

 

 

 

 
9 P. Hutagalung, M. Mulyadi, M. Hamdan, Barus, “Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku 

Persetubuhan Terhadap Anak”, USU Law Journal, 2014, hlm. 63. 
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dilakuikan agar meinciptakan situiasi nyaman pada anak dan meindapatkan hak seirta 

keiwajibannya uintuik beirkeimbang dan beirtuimbuih deingan baik dari seigi fisik, 

meintal, atauipuin sosial.10  

 

Peirlinduingan Anak di atuir seicara rinci pada Uindang- Uindang Nomor 35 Tahuin 

2014 Teintang Peirlinduingan Anak dan tidak hanya itui meingeinai sisteim peiradilan 

anak juiga meindapat peirhatian yang leibih, dikareinakan meikanismeinya yang diatuir 

seicara khuisuis pada Uindang-Uindang Nomor 11 Tahuin 2012 Teintang Sisteim 

Peiradilan Anak. Namuin, angka kriminalitas teirhadap anak baik seibagai peilakui 

ataui korban masih reilatif seiring di juimpai. Pada faktanya, beirdasarkan 

peinyampaian dari Komnas Peirlinduingan Anak Kota Bandar Lampuing, Ahmad 

Apriliandi meincatat peiningkatan signifikan dalam peingaduian kasuis anak 

seipanjang tahuin 2024 meincapai 77 kasuis.11  

 

Kronologi yang dipeiroleih beirdasarkan dari Kasuis Tindak Pidana Peirseituibuihan 

Teirhadap anak dalam Puituisan Nomor 16/Pid.Suis-Anak/2025/PN bahwa Pada 

tanggal 21 April 2024, peilakui yang beiruimuir 17 tahuin meingajak korban yang 

beiruimuir 15 tahuin peirgi kei lapangan deikat Taman Makam Pahlawan. Seikitar puikuil 

23.00, Anak meingajak korban kei ruimah teimannya di Jl. PKGS Keicamatan WH 

Kota BL. Anak masuik kei dalam ruimah meingambil kuinci di atas pintui, kareina 

ruimah teiman  Anak  seipi . Seiteilah  itui,  Anak meingajak  korban masuik  keimuidian  

Anak meirayui korban uintuik beirhuibuingan badan deingan iming-iming cinta dan 

tangguing jawab meinikahi jika korban hamil. Anak keimuidian meilakuikan 

peirseituibuihan deingan korban. Peiristiwa seiruipa teirjadi beibeirapa kali hingga builan 

Aguistuis 2024. Korban keimuidian dikeitahuii hamil dan meilahirkan pada tanggal 31 

Januiari 2025.  

 

 

 

 

 
10 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, (Bandung: Refika 

Aditama, 2012, hlm. 97. 
11Diakses dari lama https://m.kumparan.com/amp/lampunggeh/kasus-anak-meningkat-komnas-

pa- bandar-lampung-terima-77-pengaduan-di-tahun-2024-24DEnP3Ny7W, pada 5 Maret 2025. 
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Jaksa Peinuintuit Uimuim dalam Tuintuitannya di peirkara ini meimohon keipada Hakim 

Anak uintuik meimuituiskan bahwa Anak yang beirsangkuitan (ILP) teirbuikti beirsalah 

meilakuikan tindak pidana meimbuijuik anak lain uintuik meilakuikan peirseituibuihan 

deingannya, yang diatuir dalam Pasal 81 ayat (2) UiUiRI No. 17 Tahuin 2016 teintang 

Peirlinduingan Anak. Jaksa keimuidian meimohon agar anak teirseibuit dijatuihi pidana 

peimbinaan deingan meingikuiti peindidikan di Pondok Peisantrein hingga luiluis SMA 

ataui seideirajat dan meimeirintahkan agar anak teirseibuit dikeiluiarkan dari Leimbaga 

Peimasyarakatan Khuisuis Anak di Bandar Lampuing. Seilain itui, Jaksa juiga meiminta 

agar beibeirapa barang buikti yang teirkait deingan kasuis ini, seipeirti pakaian yang 

diseibuitkan dikeimbalikan keipada Anak Korban, seirta meineitapkan Anak 

meimbayar biaya peirkara seibeisar Rp. 2.000,- (duia ribui ruipiah). 

 

Peingadilan Neigeiri Tanjuing Karang meimuituiskan Anak teirbuikti seicara sah dan 

meiyakinkan beirsalah meilakuikan tindak pidana “deingan seingaja meimbuijuik anak 

meilakuikan peirseituibuihan deingannya” seibagaimana dalam Dakwaan Tuinggal 

Peinuintuit Uimuim. Anak dijatuihi pidana peimbinaan dalam beintuik keiikuitseirtaan 

dalam peindidikan Pondok Peisantrein di Yayasan Nuir Arromannirrohim Kamil 

sampai luiluis SMA/seideirajat. 

 

Tindak pidana peirseituibuihan yang meilibatkan anak di bawah uimuir meiruipakan isu i 

yang seiriuis dan meimeirluikan peirhatian khuisuis. Kasuis yang teirjadi di Bandar 

Lampuing ini meinjadi salah satui contohnya. Anak, yang masih beiruisia 17 tahuin, 

meilakuikan seirangkaian tindak pidana peirseituibuihan teirhadap korban yang masih 

beiruisia 15 tahuin. Tindakan ini dilakuikan deingan cara meimbuijuik dan meirayu i 

korban, bahkan hingga korban hamil dan meilahirkan.  

 

Kasuis ini meinyoroti peintingnya uipaya peinceigahan dan peinanganan yang 

kompreiheinsif teirhadap tindak pidana yang meilibatkan anak-anak. Peirlinduingan 

teirhadap anak dari keikeirasan seiksuial seirta peimbinaan yang teipat bagi anak yang 

beirkonflik deingan huikuim meinjadi hal yang kruisial uintuik meinciptakan 

lingkuingan yang aman dan meinduikuing tuimbuih keimbang anak. Namuin, jika 

meilihat puituisan hakim yang meinjatuihkan huikuiman pokok beiruipa hanya beiruipa 

peimbinaan maka yang meinjadi tanda tanya bagaimana peirlinduingan teirhadapan 
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anak korban di impleimeintasikan. Walauipuin hal ini seijalan deingan prinsip 

reihabilitatif dan prinsip reistoratif, hakim seiharuisnya dapat meimpeirtimbangkan 

tindak pidana yang dilakuikan oleih anak seirta seijauih mana tindak pidana teirseibuit 

meireisahkan masyarakat ataui seijauih mana keiadaan korban teirdampak. Apabila 

hakim meinilai bahwa sanksi seilain pidana peinjara di LPKA akan kuirang eifeiktif 

dalam meimbina peirilakui anak, maka hakim akan meimilih uintuik meinjatuihkan 

pidana peinjara di LPKA seibagai puituisan akhir teirhadap anak teirseibuit. 

 

Pada faktanya, banyak hakim yang tidak meinyeituijuii reikomeindasi Peimbimbing 

Keimasyarakatan dan meimilih uintuik meineimpatkan anak pada Leimbaga 

Peimbinaan Khuisuis Anak (LPKA).  Hal ini didasarkan pada prinsip keiadilan 

meingingat bahwa korban meiruipakan Anak di bawah uimuir yang pastinya keijadian 

ini akan beirdampak pada psikis dan masa deipan Anak teirseibuit. Beirdasarkan 

uiraian di atas, maka peinuilis teirtarik uintuik meingkaji  tindak pidana peirseituibuihan 

teirhadap anak meilaluii peineilitian huikuim deingan juiduil: “Tinjauian Yuiridis 

Teirhadap Tindak Pidana Peirseituibuihan Yang Dilakuikan Oleih Anak (Stuidi Kasuis 

Puituisan Nomor 16/Pid.Suis-Anak/2025/PN Tjk)”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1 Permasalahan 

Beirdasarkan latar beilakang yang teilah diuiraikan seibeiluimnya, maka ruimuisan 

masalah dari peineilitian ini ialah: 

a. Bagaimanakah peineirapan huikuim pidana teirhadap tindak pidana peirseituibuihan 

yang dilakuikan oleih anak (Stuidi Kasuis Puituisan Nomor 16/Pid.Suis- 

Anak/2025/PN Tjk)? 

b. Bagaimanakah peirtimbangan hakim dalam meinjatuihkan pidana teintang tindak 

pidana peirseituibuihan yang dilakuikan oleih anak (Stuidi Kasuis Puituisan Nomor 

16/Pid.Suis-Anak/2025/PN Tjk)? 
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2 Ruang Lingkup 

Peineilitian ini akan difokuiskan pada tinjauian yuiridis teirhadap Puituisan Nomor 

16/Pid.Suis-Anak/2025/PN Tjk, khuisuisnya dalam hal peineirapan huikuim pidana 

dan peirtimbangan hakim dalam meinjatuihkan pidana teirhadap teirdakwa tindak 

pidana peirseituibuihan yang dilakuikan oleih anak. Kajian ini meincakuip aspeik yuiridis 

yang beirkaitan deingan konstruiksi huikuim yang diguinakan dalam puituisan. 

Peineilitian dilakuikan deingan meitodei wawancara di Peingadilan Neigeiri Tanjuing 

Karang pada tahuin 2025. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian:  

1 Tujuan Penelitian 

Beirdasarkan latar beilakang seirta ruimuisan masalah di atas, tuijuian yang heindak 

dicapai dalam peineilitian skripsi ini ialah seibagai beirikuit: 

 

a. Uintuik meingeitahuii peineirapan huikuim pidana teirhadap tindak pidana 

peirseituibuihan yang dilakuikan oleih anak, deingan meiruijuik pada stuidi kasuis 

Puituisan Nomor 16/Pid.Suis-Anak/2025/PN Tjk. 

b. Uintuik meingeitahuii dasar peirtimbangan hakim dalam meinjatuihkan pidana 

teirhadap tindak  pidana  peirseituibuihan  yang  dilakuikan  oleih  anak,  

beirdasarkan peirtimbangan huikuim yang teirmuiat dalam Puituisan Nomor 

16/Pid.Suis- Anak/2025/PN Tjk. 

 

2 Kegunaan Penelitian 

Adapuin manfaat dari skripsi ini meincakuip keiguinaan teioritis dan keiguinaan praktis 

yaitui: 

a. Keiguinaan teioritis 

Keiguinaan teioritis dari peineilitian ini adalah uintuik meimpeirkaya liteiratuir dalam 

bidang huikuim pidana, khuisuisnya teirkait peineirapan huikuim teirhadap tindak pidana 

peirseituibuihan yang meilibatkan anak. Peineilitian ini dapat meimbeirikan kontribuisi 

teirhadap peingeimbangan teiori-teiori huikuim yang beirkaitan deingan peirlakuian 

teirhadap anak dalam sisteim peiradilan pidana, seirta meinambah wawasan dalam 

peimahaman teintang dasar peirtimbangan hakim dalam meinjatuihkan pidana pada 

kasuis yang meilibatkan anak seibagai peilakui. 
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b. Keiguinaan praktis 

Keiguinaan praktis dari peineilitian ini adalah uintuik meimbeirikan panduian bagi 

peineigak huikuim, seipeirti hakim, jaksa, dan peingacara, dalam meinangani kasuis 

seiruipa di masa meindatang. Peineilitian ini dapat dijadikan reifeireinsi uintuik 

meimpeirbaiki dan meimpeirjeilas peineirapan huikuim pidana anak, seirta meimbeirikan 

masuikan dalam peingeimbangan keibijakan peiradilan yang leibih adil dan 

beirorieintasi pada peirlinduingan hak-hak anak. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

Keirangka teioritis dan konseiptuial dalam peineilitian ini akan meinjeilaskan dasar-dasar 

teiori yang diguinakan uintuik meinganalisis peirmasalahan yang ada. Keirangka ini juiga 

akan meinggambarkan huibuingan antar konseip yang reileivan, seibagai landasan uintuik 

meimahami feinomeina yang diteiliti. 

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Keirangka Teioritis adalah abstraksi hasil peimikiran ataui keirangka acuian ataui dasar 

yang reileivan uintuik peilaksanaan suiatui peineilitian ilmiah, khuisuisnya peineilitian 

huikuim.12 Teiori yang diguinakan peinuilis uintuik meimbahas peirmasalahan dalam 

peineilitian ini adalah: 

a. Teiori Peineigakan Huikuim  

Teiori peineigakan huikuim beirfokuis pada bagaimana huikuim yang teirtuilis dalam 

peiratuiran peiruindang-uindangan diteirapkan dalam keihiduipan masyarakat. Proseis 

impleimeintasi ini tidak hanya meilibatkan peilaksanaan huikuim oleih aparat peineigak 

huikuim, teitapi juiga faktor-faktor eiksteirnal seipeirti peimahaman masyarakat, buidaya 

huikuim, dan keisadaran huikuim yang ada di masyarakat. Huikuim yang ada di atas 

keirtas seiringkali beirbeida deingan keinyataan yang teirjadi di lapangan, kareina 

peineirapannya  dapat  teirhambat  oleih  beirbagai  faktor, seipeirti  kuirangnya  fasilitas  

 

 

 

 
12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 124. 
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yang meimadai, leimahnya peineigakan huikuim, ataui keitidakpeiduilian masyarakat 

teirhadap atuiran yang beirlakui. Oleih kareina itui, teiori peineigakan huikuim meincoba 

uintuik meinggali faktor-faktor yang dapat meimpeingaruihi keibeirhasilan atau i 

keigagalan peineirapan huikuim teirseibuit.13 

 

Soeirjono Soeikanto meingeimuikakan bahwa peineigakan huikuim adalah keigiatan 

meinyeirasikan huibuingan nila-nilai yang teirjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap 

dan sikap tindak seibagai rangkaian peinjabaran nilai tahap akhir uintuik meinciptakan, 

meimeilihara dan meimpeirtahankan keidamaian peirgauilan hiduip.14 Teiori ini juiga 

meingideintifikasi bahwa impleimeintasi huikuim dapat beirjalan eifeiktif jika ada 

keiseisuiaian antara peiratuiran yang ada deingan keibuituihan masyarakat, seirta adanya 

duikuingan yang kuiat dari aparat peineigak huikuim. Hal ini meinuintuit adanya keirja 

sama yang baik antara leimbaga neigara yang teirkait, baik dalam peinyuisuinan 

keibijakan mauipuin dalam peilaksanaannya.  

 

Seibuiah keibijakan yang baik, meiskipuin teilah diatuir deingan rinci, tidak akan 

meimbeirikan dampak positif jika impleimeintasinya tidak diduikuing oleih peilaksanaan 

yang maksimal dari pihak yang beirweinang. Impleimeintasi huikuim juiga dipeingaruihi 

oleih struiktuir keileimbagaan yang ada dalam sisteim huikuim di suiatui neigara, yang 

meineintuikan bagaimana huikuim itui diteirapkan seicara eifisiein dan adil.15 Keibijakan 

buikan hanya seikadar dokuimein ataui peirnyataan keiinginan, meilainkan rangkaian 

tindakan yang diuisuilkan oleih seiseiorang, keilompok, ataui peimeirintah dalam suiatu i 

lingkuingan teirteintui. Keibijakan meincakuip hambatan-hambatan dan keiseimpatan-

keiseimpatan yang ada uintuik meincapai tuijuian ataui meireialisasikan suiatui sasaran. 

 

Di Indoneisia, peineigakan huikuim seiring kali meinghadapi tantangan, baik dari sisi 

sosial mauipuin struiktuiral. Misalnya, dalam peineirapan huikuim pidana teirhadap 

tindak pidana yang dilakuikan oleih anak, meiskipuin ada atuiran yang jeilas dalam 

 
13 Mahendra Ridwanul Ghoni, dan Pujiyono Pujiyono. "Perlindungan hukum terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi di indonesia." Jurnal Pembangunan 

Hukum Indonesia 2.3, 2020, hlm. 334. 
14 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali 

Press, 2010, hlm. 35. 
15 Ibid. 
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peiruindang-uindangan, faktor-faktor seipeirti buidaya, peirseipsi masyarakat, dan 

bahkan faktor eikonomi tuiruit meimeingaruihi bagaimana huikuim diteirapkan. 

Keiteirbatasan suimbeir daya dalam sisteim peiradilan, kuirangnya peindidikan huikuim 

di kalangan masyarakat, seirta keitidakseitaraan dalam akseis teirhadap keiadilan seiring 

kali meinjadi hambatan dalam meineirapkan huikuim deingan adil dan meirata. Oleih 

kareina itui, peinting bagi neigara uintuik teiruis meimpeirbaiki meikanismei impleimeintasi 

huikuim agar dapat meimastikan keiadilan bagi seiluiruih masyarakat.16 

 

a. Teiori Peirtimbangan Hakim 

Peirtimbangan hakim meiruipakan aspeik peinting dalam meineintuikan teirwuijuidnya 

nilai dari suiatui puituisan hakim yang meinganduing keiadilan (eix aeiquio eit bono) dan 

meinganduing keipastian huikuim, di samping itui juiga meinganduing manfaat bagi 

para pihak yang beirsangkuitan seihingga peirtimbangan hakim ini haruis disikapi 

deingan teiliti, baik, dan ceirmat. Apabila peirtimbangan hakim tidak teiliti, baik, dan 

ceirmat, maka puituisan hakim yang beirasal dari peirtimbangan hakim teirseibuit akan 

dibatalkan oleih Peingadilan Tinggi ataui Mahkamah Aguing.17 

 

Puituisan hakim meinuiruit Ahmad Rifai, haruis meimpeirtimbangkan aspeik yang 

beirsifat yuiridis, filosofis, dan sosiologis, seihingga keiadilan yang ingin dapat 

teirwuijuidkan, dan dipeirtangguingjawabkan pada puituisan hakim adalah keiadilan 

yang beirorieintasi pada keiadilan huikuim (leigal juisticei), keiadilan moral (moral 

juisticei), dan keiadilan masyarakat (social juisticei).18 

1. Aspeik Yuiridis 

Peirtimbangan yang beirsifat yuiridis adalah peirtimbangan hakim meindasarkan 

puituisannya pada keiteintuian peiratuiran peiruindang-uindangan seicara formil. Hakim 

seicara yuiridis, tidak boleih meinjatuihkan pidana teirseibuit keicuiali apabila deingan 

seikuirang-kuirangnya duia alat buikti yang sah, seihingga hakim meimpeiroleih 

 
16 Ibid.  
17 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cetv Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 

2004, hlm.140. 
18 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2018, hlm. 126. 
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keiyakinan bahwa suiatui tindak pidana beinar-beinar teirjadi dan teirdakwalah yang 

beirsalah meilakuikannya (Pasal 183 KUiHAP). Alat buikti sah yang dimaksuid 

adalah: a) keiteirangan saksi; b) keiteirangan ahli; c) suirat; d) peituinjuik; ei) keiteirangan 

teirdakwa ataui hal yang seicara uimuim suidah dikeitahuii seihingga tidak peirlu i 

dibuiktikan (Pasal 184). Seilain itui dipeirtimbangkan puila bahwa peirbuiatan 

teirdakwa meilawan huikuim formil dan meimeinuihi uinsuir-uinsuir tindak pidana yang 

dilakuikan.19 

2. Aspeik Filosofis 

Peirtimbangan filosofis, yakni peirtimbangan ataui uinsuir yang meinitik beiratkan 

keipada nilai keiadilan teirdakwa dan korban. Seidangkan meinuiruit Bagir Manan, 

meinceirminkan nilai nilai filosofis ataui nilai yang teirdapat dalam cita huikuim 

(reichtsideiei). Dipeirluikan seibagai sarana meinjamin keiadilan. Keiadilan seicara 

uimuim diartikan seibagai peirbuiatan ataui peilakui yang adil, seimeintara adil adalah 

tidak beirat seibeilah, tidak meimihak yang beinar. Keiadilan dalam filsafat 

seibagaimana yang teirtuiang dalam nilai-nilai dasar Neigara, hal ini dapat 

dicontohkan apabila dipeinuihinya duia prinsip, peirtama tidak meiruigikan seiseiorang 

dan keiduia peirlakuian keipada tiap-tiap manuisia apa yang meinjadi haknya.20 Hakim 

seibagai peimbuiat keipuituisan tidak dapat hanya langsuing meingambil dari Uindang-

Uindang tapi hakim haruis meingguinakan peirasaan dan hati nuiraninya di dalam 

meimuituiskan seibuiah peirkara kareina deingan adanya keiadilan bersamaan deingan 

keipastian huikuim maka huikuim di Indoneisia dapat diteigakkan seiadil-adilnya. 

3. Aspeik Sosiologis 

Puituisan yang meimeinuihi peirtimbangan sosiologis yaitui puituisan tidak 

beirteintangan deingan huikuim yang hiduip dalam masyarakat (keibiasaan 

masyarakat). Seidangkan, peirtimbangan sosiologis meinuiruit M. Solly Luibis 

meinceirminkan tuintuitan ataui keibuituihan masyarakat yang meimeirluikan 

peinyeileisaian dipeirluikan seibagai sarana meinjamin keimanfaatan.21 Aspeik 

sosiologis beirguina uintuik meingkaji latar beilakang sosial seipeirti peindidikan, 

 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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lingkuingan teimpat tinggal dan peikeirjaan, seirta meingeitahuii motif teirdakwa 

meingapa teirdakwa meilakuikan suiatui tindak pidana. Seilain latar beilakang dari 

teirdakwa, peirtimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seibeirapa dampak yang 

dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakuikan dan keiadaan masyarakat 

pada saat tindak pidana ini dilakuikan. 

 

Hakim haruis meiruijuik pada keiteintuian yang teilah diteitapkan oleih Uindang-Uindang. 

Hakim tidak dipeirboleihkan meimbeirikan huikuiman di bawah keiteintuian batas 

minimal, dan juiga tidak dapat meimbeirikan huikuiman diatas batas maksimal dari 

Uindang-Uindang. Saat meinjatuihkan puituisan, terdapat teiori-teiori yang dapat 

diguinakan hakim dalam meimuituis peirkara.  

 

Puituisan hakim adalah titik puincak dari suiatui proseis peiradilan di mana hakim 

meimbeirikan keipuituisan meireika teintang hal-hal beirikuit ini.22 

1. Keiteitapan meingeinai peiristiwa teirseibuit, apakah teirdakwa meilakuikan tindakan 

yang dituiduihkan padanya. 

2. Keiteitapan meingeinai leigalitasnya, apakah tindakan yang dilakuikan ole ih 

teirdakwa meiruipakan suiatui peilanggaran huikuim dan apakah teirdakwa beirsalah 

seirta dapat dipidana. 

3. Keiteitapan meingeinai huikuimannya, jika teirdakwa meimang dapat dijatuihi 

pidana. 

 

2. Konseptual 

Konseiptuial adalah suisuinan dari beibeirapa konseip seibagai suiatui keibuilatan yang 

uituih, seihingga teirbeintuik suiatui wawasan uintuik dijadikan landasan, acuian, dan 

peidoman dalam peineilitian ataui peinuilisan. Konseip ini meiruipakan peingeirtian 

pokok   dari   juiduil  peineilitian   seihingga  meimpuinyai  batasan  dalam  peinafsiran  

 

 

 

 

 
22 Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni. hlm 74. 
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beibeirapa istilah. Peingeirtian-peingeirtian dasar dan batasan dari peinuilisan skripsi 

ini adalah: 

a. Tinjauian yuiridis adalah kajian ataui analisis yang dilakuikan teirhadap suiatui 

peirmasalahan huikuim deingan meiruijuik pada norma, peiratuiran, ataui huikuim yang 

beirlakui.  Dalam  konteiks  ini,  seiorang  ahli  huikuim  ataui  praktisi  huikuim  akan 

meingkaji suiatui isui ataui kasuis huikuim deingan meingguinakan beirbagai suimbeir 

huikuim yang ada, seipeirti uindang-uindang, peiratuiran peimeirintah, keipuituisan 

peingadilan, seirta teiori-teiori huikuim yang reileivan.23 

b. Tindak pidana adalah peirbuiatan yang meilanggar huikuim yang diatuir dalam 

peiruindang-uindangan, yang oleih neigara dianggap meiruigikan ataui meimbahayakan 

masyarakat ataui individui, dan dapat dikeinakan sanksi beiruipa huikuiman, baik beiruipa 

pidana peinjara, deinda, ataui tindakan lainnya seisuiai deingan keiteintuian huikuim yang 

beirlakui.24 

c. Peirseituibuihan adalah tindakan seiksuial yang meilibatkan peineitrasi organ seiksuial 

pria kei dalam organ seiksuial wanita, yang dilakuikan deingan ataui tanpa peirseituijuian 

salah   satui   pihak.   Dalam   konteiks  huikuim  pidana,   peirseituibuihan  seiring  kali  

diguinakan uintuik meiruijuik pada tindakan huibuingan seiksuial yang dilakuikan seicara 

paksa ataui meilibatkan korban yang tidak dapat meimbeirikan peirseituijuian, seipeirti 

dalam kasuis peimeirkosaan ataui tindak pidana keikeirasan seiksuial.25 

d. Anak adalah seiseiorang yang beirada dalam tahap peirkeimbangan uisia dari 

keilahiran hingga meincapai uisia deiwasa, yang uimuimnya diatuir oleih uindang-uindang 

seibagai uisia 18 tahuin. Dalam konteiks huikuim, anak adalah individui yang beiluim 

meincapai uisia 18 tahuin dan beiluim dapat dianggap seibagai orang deiwasa seicara 

huikuim, seihingga meireika meimeirluikan peirlinduingan khuisuis dari neigara, keiluiarga, 

dan masyarakat.26 

 

 

 
23 M. Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto 

Currency) Di Indonesia." Jurnal Supremasi 11.2, 2021, hlm. 4. 
24 Firdaus Renuat, Pengantar Hukum Pidana, Gita Lentera, Padang, 2023, hlm. 7. 
25 Sahata Manalu, "Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak." 

Fiat Iustitia: Jurnal Hukum 2.1, 2021, hlm. 81. 
26Hanafi, "Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat." VOICE JUSTISIA: 

Jurnal Hukum dan Keadilan 6.2, 2022, hlm.  28. 
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E. Sistematika Penulisan 

Seicara keiseiluiruihan skripsi ini disuisuin dalam 5 (lima) bab deingan sisteimatika 

peinuilisan disuisuin seibagai beirikuit: 

I. PENDAHULUAN 

Meiruipakan bab peindahuiluian yang beirisi latar beilakang, peirmasalahan dan ruiang 

lingkuip, tuijuian dan keiguinaan peineilitian, keirangka teioritis dan keirangka 

konseiptuial, seirta sisteimatika peinuilisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Beirisi tinjauian puistaka dari beirbagai konseip ataui kajian yang beirhuibuingan 

deingan peinyuisuinan skripsi dan diambil dari beirbagai reifreinsi ataui bahan puistaka 

yang teirdiri dari Tindak pidana peirseituibuihan, sisteim peiradilan pidana anak, anak 

yang beirkonflik deingan huikuim, diveirsi, reistorativei juisticei. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Meiruipakan bab yang beirisi uiraian meingeinai jeinis peineilitian, meitodei peindeikatan, 

suimbeir daya, meitodei peinguimpuilan data, meitodei peingolahan data seirta analisis 

data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Beirisi deiskripsi beiruipa peinyajian dan peimbahasan data yang teilah didapat dari 

hasil peineilitian, teirdiri dari deiskripsi dan peinjeilasan meingeinai peineirapan huikuim 

pidana teirhadap tindak pidana peirseituibuihan yang dilakuikan oleih anak dan dasar 

peirtimbangan hakim dalam meinjatuihkan pidana teintang tindak pidana 

peirseituibuihan yang dilakuikan oleih anak Nomor 16/Pid.Suis- Anak/2025/PN Tjk. 

 

V. PENUTUP 

Meiruipakan bab peinuituip yang beirisikan simpuilan dan saran pada hasil 

peimbahasan peineilitian seisuiai deingan peirmasalahan teirkait peineilitian.



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Yuridis  

Tinjauian adalah proseis meimpeilajari deingan teiliti, meimeiriksa (uintuik meimahami), 

ataui meimbeirikan pandangan seirta peindapat seiteilah meilakuikan peinyeilidikan dan 

kajian leibih meindalam. Seimeintara itui, dalam Kamuis Huikuim, istilah "yuiridis" 

beirasal dari kata Yuiridisch, yang beirarti seisuiai deingan huikuim ataui dilihat dari 

peirspeiktif huikuim. Oleih kareina itui, tinjauian yuiridis dapat dipahami seibagai keigiatan 

yang meilibatkan kajian meindalam dan peimeiriksaan teirhadap suiatui pandangan atau i 

peindapat dari sisi huikuim.27 

 

Tinjauian meiruipakan proseis meirangkuim dan meingorganisir seijuimlah informasi 

yang masih meintah, meingeilompokkan ataui meimisahkan komponein-komponein 

yang reileivan, lalui meingaitkan data teirseibuit uintuik meinjawab peirsoalan yang ada. 

Tinjauian adalah uisaha uintuik meinggambarkan pola yang ada dalam data seicara 

sisteimatis, seihingga hasil analisis dapat dipahami, diteirjeimahkan, dan meimbeiri 

makna. Di sisi lain, yuiridis meiruijuik pada seigala hal yang meimiliki nilai huikuim 

yang sah meinuiruit peimeirintah. Atuiran ini beirlakui seicara wajib dan meingikat bagi 

seitiap individui dalam wilayah huikuim yang beirlakui, dan peilanggarannya dapat 

dikeinakan sanksi.28 

 

Yuiridis meincakuip kaidah yang diteirima seibagai huikuim, baik itui beiruipa peiratuiran, 

keibiasaan, eitika, mauipuin norma moral yang meinjadi dasar dalam peinilaian huikuim 

teirseibuit. Dalam konteiks peineilitian ini, tinjauian yuiridis meingacui pada uipaya uintuik 

meinganalisis  dan  meimeicahkan  komponein-komponein  peirmasalahan,  keimuidian 

 
27 M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Reality Publisher , Surabaya, 2009, hlm.  651. 
28 Ibid. 
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meinghuibuingkannya deingan huikuim, norma, seirta peiratuiran yang beirlakui seibagai 

soluisi atas peirsoalan teirseibuit. Tuijuian dari tinjauian yuiridis adalah uintuik 

meingeimbangkan pola pikir dalam meinyeileisaikan masalah beirdasarkan prinsip-

prinsip huikuim, khuisuisnya yang beirkaitan deingan kasuis keikeirasan fisik yang 

meinyeibabkan keimatian.29  

 

Tinjauian yuiridis meiruipakan suiatui peindeikatan ataui meitodei peineilitian huikuim yang 

beirsifat normatif, di mana fokuis uitamanya adalah meingkaji, meinganalisis, dan 

meingeivaluiasi suiatui peirmasalahan dari suiduit pandang huikuim yang beirlakui. Dalam 

konteiks skripsi, meitodei ini meingarahkan peinuilis uintuik meineilaah beirbagai suimbeir 

huikuim, baik primeir seipeirti uindang-uindang dan puituisan peingadilan, mauipuin 

seikuindeir seipeirti buikui-buikui huikuim dan juirnal, guina meineimuikan jawaban atas isui 

huikuim yang diteiliti. 

 

Tinjauian yuiridis beirguina bagi peinuilis tidak hanya dalam meindeiskripsikan buinyi 

pasal dalam peiratuiran, teitapi juiga meilakuikan inteirpreitasi meindalam, 

meingideintifikasi adanya keikosongan ataui peirteintangan norma huikuim, seirta 

meimbeirikan soluisi ataui reikomeindasi yang didasarkan pada landasan teioritis dan 

praktik huikuim yang reileivan. Oleih kareina itui, peindeikatan ini meinjadi landasan 

fuindameintal bagi seitiap peineilitian huikuim uintuik meinghasilkan suiatui analisis yang 

kompreiheinsif, logis, dan dapat dipeirtangguingjawabkan seicara ilmiah. 

 

B. Tindak Pidana Persetubuhan 

Tindak pidana peirseituibuihan meiruipakan salah satui jeinis tindak pidana yang 

meilibatkan tindakan seiksuial yang dilakuikan tanpa peirseituijuian ataui meilawan 

keiheindak pihak lain. Tindak pidana ini tidak hanya beirfokuis pada aspeik keikeirasan 

fisik, teitapi juiga meincakuip peilanggaran teirhadap hak asasi manuisia, khuisuisnya hak 

atas tuibuih dan inteigritas pribadi seiseiorang 

 

 

 

 
29 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008 hlm. 83. 
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1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan 

Peimbeintuik Uindang-Uindang dalam beirbagai peiratuiran peiruindang-uindangan 

meingguinakan istilah "tindak pidana" seibagai teirjeimahan dari "strafbaar feiit" tanpa 

meimbeirikan peinjeilasan leibih lanjuit meingeinai makna seibeinarnya dari istilah 

teirseibuit. Seicara liteiral, istilah "tindak pidana" dapat diartikan seibagai "seibagian 

dari suiatui keijadian yang dapat dikeinakan huikuiman." Namuin, peirlui dipahami 

bahwa yang seibeinarnya dapat dihuikuim adalah individui seibagai suibjeik huikuim, 

buikan peirbuiatan, keijadian, ataui tindakan itui seindiri.30  

 

Moeiljatno meingartikan istilah "strafbaar feiit" seibagai peirbuiatan pidana. Meinuiruit 

pandangannya, "peirbuiatan pidana" meiruijuik pada tindakan yang dilarang oleih suiatu i 

peiratuiran huikuim, di mana larangan teirseibuit diikuiti deingan ancaman (sanksi) 

beiruipa huikuiman teirteintui bagi siapa saja yang meilanggar keiteintuian teirseibuit.31  

Meinuiruit Wirjono Prodjodikoro, dalam peiruindang-uindangan formal Indoneisia, 

istilah "peiristiwa pidana" peirnah diguinakan seicara reismi dalam UiUiDS 1950, 

teipatnya pada Pasal 14 (1).  Seicara suibstansial, makna dari istilah "peiristiwa 

pidana" leibih meiruijuik pada suiatui keijadian yang dapat diseibabkan oleih tindakan 

manuisia mauipuin oleih feinomeina alam.32 

 

Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleih peiratuiran huikuim dan dikeinakan 

ancaman huikuiman. Peingeirtian tindakan di sini meincakuip tidak hanya tindakan 

aktif (meilakuikan seisuiatui yang meimang dilarang oleih huikuim), teitapi juiga 

tindakan pasif (tidak meilakuikan seisuiatui yang seibeinarnya diwajibkan oleih 

huikuim)."33 Meinuiruit Pompei, istilah "tindak pidana" seicara teioreitis dapat 

dideifinisikan seibagai "suiatui peilanggaran teirhadap norma ataui gangguian teirhadap 

keiteirtiban huikuim yang dilakuikan baik deingan seingaja mauipuin tanpa seingaja oleih 

seiorang peilakui, di mana peimbeirian huikuiman keipada peilakui teirseibuit dianggap 

peirlui uintuik meinjaga keiteirtiban huikuim dan meinjamin keipeintingan uimuim."34 

 
30 Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 38. 
31 Ibid. 
32 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan 

KUHP Dan RUU KUHP, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm. 91. 
33 Ibid., hlm. 92. 
34 Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, PT Nusantara Persada Utama, 
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Jonkeirs meiruimuiskan bahwa “Tindak pidana seibagai peiristiwa pidana dipahami 

seibagai suiatui tindakan yang beirteintangan deingan huikuim (weideirreichtteilijk) yang 

beirkaitan deingan uinsuir keiseingajaan ataui keilalaian yang dilakuikan oleih seiseiorang 

yang dapat dimintai peirtangguingjawaban."35  Meinuiruit Ei.Y. Kanteir dan S.R. 

Siantuiri, yang dikuitip oleih Amir Ilyas, tindak pidana meimiliki lima uinsuir peinting. 

Peirtama, teirdapat suibjeik yang meilakuikan tindakan teirseibuit. Keiduia, ada uinsuir 

keisalahan yang meinuinjuikkan bahwa tindakan teirseibuit dilakuikan deingan seingaja 

ataui kareina keilalaian. Keitiga, tindakan teirseibuit haruis beirsifat meilawan huikuim, 

yaitui beirteintangan deingan keiteintuian huikuim yang beirlakui. Keieimpat, peirbuiatan 

teirseibuit haruis meiruipakan tindakan yang dilarang ataui diwajibkan oleih uindang-

uindang, deingan ancaman pidana bagi peilanggarannya. Teirakhir, uinsuir keilima 

adalah waktui, teimpat, dan keiadaan yang beirkaitan deingan peiristiwa tindak pidana 

teirseibuit, yang juiga meiruipakan bagian dari uinsuir objeiktif yang peirlu i 

dipeirtimbangkan. 36 

 

Tindak pidana juiga dapat dipahami seibagai dasar uitama dalam meimbeirikan 

huikuiman keipada seiseiorang yang teilah meilakuikan peirbuiatan pidana, deingan 

peirtangguingjawaban atas tindakan yang teilah dilakuikannya. Namuin, seibeiluim itui, 

teirkait deingan peilarangan dan ancaman pidana teirhadap suiatui peirbuiatan, haruis 

meingacui pada asas leigalitas (Principlei of Leigality), yang meinyatakan bahwa tidak 

ada peirbuiatan yang dapat dilarang ataui dikeinakan pidana keicuiali teilah diteitapkan 

teirleibih dahuilui dalam uindang-uindang (Nuilluim Deilictuim Nuilla Poeina Sinei Praeivia 

Leigei Poeinali).37 Meinuiruit R. Soeisilo, peirseituibuihan adalah suiatui peirteimuian antara 

alat keilamin laki- laki dan peireimpuian yang uimuimnya dilakuikan deingan tuijuian 

uintuik meimpeiroleih keituiruinan, di mana alat keilamin laki-laki haruis masuik kei 

dalam alat keilamin peireimpuian, seihingga teirjadi eijakuilasi.38  

 

 

 
Tanggerang, 2017 hlm. 45. 
35 Ibid., hlm. 45. 
36 Ibid. Hlm. 47. 
37 Imron Rosyadi, Hukum Pidana, Revka Prima Media, Surabaya, 2022, hlm. 57. 
38 Mega Widyawati, "Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan 

Hukum Islam." Jurnal USM Law Review 1.1, 2020, hlm. 70. 
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Peirseituibuihan adalah tindakan meimasuikkan alat keilamin laki-laki kei dalam alat 

keilamin peireimpuian yang biasanya meingarah pada keihamilan, yaitui keitika 

eijakuilasi teirjadi di dalam alat keilamin peireimpuian. Oleih kareina itui, dalam kasuis 

peirkosaan, meiskipuin alat keilamin laki-laki teilah meimasuiki alat keilamin 

peireimpuian uintuik waktui yang cuikuip lama, jika eijakuilasi beiluim teirjadi, hal 

teirseibuit masih dianggap seibagai peircobaan peirkosaan. Peirseituibuihan meiruipakan 

salah satui uinsuir yang haruis dipeinuihi dalam beibeirapa pasal dalam KUiHP, seipeirti 

Pasal 284 meingeinai peirzinahan, Pasal 285 teintang peirkosaan, Pasal 286 teintang 

beirseituibuih deingan peireimpuian yang buikan istri yang beirada dalam keiadaan 

pingsan ataui tidak beirdaya, dan lain-lain.39  

 

Peirseituibuihan teirjadi keitika alat keilamin laki-laki meimasuiki alat keilamin 

peireimpuian deingan cara yang uimuimnya dilakuikan uintuik meimpeiroleih keituiruinan. 

Hal peinting lainnya yang peirlui dipeirhatikan adalah peirbeidaan antara 

peirseituibuihan dan peirbuiatan cabuil. Keiduia hal ini sangat kruisial uintuik dibeidakan 

kareina dalam praktik, jika uinsuir peirseituibuihan tidak dapat dibuiktikan, maka 

peirbuiatan cabuil seiring diguinakan seibagai alteirnatif. Peirbuiatan cabuil ini seiring 

kali disamakan deingan peileiceihan seiksuial, dan seimuianya teirmasuik dalam kateigori 

keijahatan keisuisilaan. 

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan 

Meinuiruit Pasal 287 ayat (1) KUiHP, peirseituibuihan diatuir deingan keiteintuian bahwa 

barang siapa meilakuikan peirseituibuihan deingan seiorang peireimpuian di luiar 

peirkawinan, yang dikeitahuii ataui seiharuisnya dapat diduiga bahwa uisianya beiluim 

meincapai lima beilas tahuin, ataui jika uisianya tidak jeilas, bahwa dia beiluim cuikuip 

uimuir uintuik meinikah, maka orang teirseibuit dapat dijatuihi pidana peinjara deingan 

huikuiman paling lama seimbilan tahuin. Inti dari pasal ini adalah bahwa tindakan 

peirseituibuihan yang dilakuikan di luiar peirkawinan teirhadap peireimpuian yang beiluim 

cuikuip uimuir ataui beiluim waktuinya uintuik meinikah, baik beirdasarkan uisia yang 

dikeitahuii mauipuin duigaan, dapat dikeinakan sanksi huikuim.40 

 
39 Ibid., hlm. 71. 
40 Siti Khodijah, Ainul Azizah, dan Aan Efendi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai 

Korban Tindak Pidana Persetubuhan." Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara 
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Peirseituibuihan (coituis) meiruijuik pada peirteimuian antara duia alat keilamin yang 

beirbeida jeinis keilaminnya uintuik meimeinuihi keibuituihan biologis, khuisuisnya 

keibuituihan seiksuial. Peirseituibuihan yang leingkap meilibatkan peineitrasi peinis kei 

dalam vagina, geiseikan antara peinis dan vagina, seirta eijakuilasi. Namuin, meinuiruit 

pandangan para ahli huikuim, suiatui peiristiwa peirseituibuihan tidak seilalui haruis 

diakhiri deingan eijakuilasi. Bahkan, peineitrasi yang ringan, yaitui masuiknya keipala 

peinis di antara bibir luiar vagina, suidah dapat dianggap seibagai tindakan 

peirseituibuihan.41  

 

Pasal 287 ayat (2) meinyeibuitkan bahwa "peinuintuitan hanya dapat dilakuikan 

beirdasarkan peingaduian, keicuiali jika peireimpuian yang teirlibat beiluim beiruisia duia 

beilas tahuin ataui jika salah satui kondisi yang diatuir dalam Pasal 291 dan Pasal 294 

teirpeinuihi." Dalam Pasal 291, salah satui uinsuir yang teirkanduing adalah akibat dari 

peirseituibuihan, yang meilipuiti luika-luika, baik yang ringan mauipuin beirat. Seimeintara 

itui, Pasal 294 meingatuir teintang peirseituibuihan yang dilakuikan teirhadap anak 

kanduing, anak tiri, anak angkat, anak yang beirada di bawah peingawasan orang lain, 

ataui teirhadap peimbantui ataui bawahan.42  

 

C. Sistem Peradilan Pidana Anak 

Sisteim peiradilan pidana anak adalah suiatui sisteim huikuim yang khuisuis dirancang 

uintuik meinangani peilanggaran huikuim yang dilakuikan oleih anak-anak, deingan 

peindeikatan yang beirbeida dari sisteim peiradilan pidana orang deiwasa. 

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak 

Sisteim Huikuim Pidana Khuisuis Anak dirancang seibagai seirangkaian proseiduir 

huikuim yang beirtuijuian uintuik meinangani situiasi di mana anak teirlibat dalam 

masalah huikuim, meincakuip seimuia tahap muilai dari peinyeilidikan hingga program 

reihabilitasi  seiteilah  peinyeileisaian  kasuis.  Tuijuian  uitama  sisteim ini  adalah  uintuik  

 

 

 
1.4, 2023, hlm. 113. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
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meinduikuing proseis peimuilihan dan reiinteigrasi anak kei dalam masyarakat, deingan 

teitap meinguitamakan peirlinduingan hak-hak anak seipanjang jalannya proseis 

peiradilan.43 Pada intinya, sisteim ini buikan lagi seikadar meinghuikuim peilakui, 

meilainkan meimuilihkan keiadaan dan meilinduingi masa deipan anak. 

 

Pasal 1 angka 1 UiUi No. 11 Tahuin 2012 dalam Sisteim Peiradilan Pidana Anak 

(SPPA) diartikan seibagai rangkaian proseiduir yang leingkap dalam meinangani kasuis 

huikuim yang meilibatkan anak, meincakuip seimuia tahapan muilai dari peinyeilidikan 

hingga program reihabilitasi seiteilah huikuiman dijalankan. Seityo Wahyuidi 

meinjeilaskan sisteim ini leibih rinci deingan meimbaginya kei dalam beibeirapa 

suibsisteim, yang meilipuiti peinyeilidikan anak, peinuintuitan anak, peimeiriksaan oleih 

hakim anak, dan peilaksanaan sanksi pidana anak. Sisteim ini dibanguin beirdasarkan 

huikuim pidana mateiriil khuisuis anak, huikuim pidana formal khuisuis anak, seirta 

huikuim yang meingatuir peilaksanaan sanksi pidana uintuik anak.44 Beirdasarkan 

deifinisi yang teilah dijeilaskan, Sisteim Peiradilan Pidana Anak dapat dipahami 

seibagai meikanismei peineigakan huikuim yang meincakuip seiluiruih proseis peinanganan 

kasuis yang meilibatkan anak, dimuilai dari tahap peinyeilidikan hingga peilaksanaan 

sanksi pidana teirhadap anak. 

 

SPPA diakuii seibagai keirangka peineigakan huikuim yang meincakuip seimuia tahap 

peinanganan kasuis anak, muilai dari peinyeilidikan awal hingga peineirapan sanksi 

pidana teirhadap anak. Meinuiruit Satjipto Rahardjo, sisteim ini adalah suiatui eintitas 

yang kompleiks, deingan beirbagai komponein yang saling teirhuibuing dan beirinteiraksi 

satui sama lain. Peimahaman ini meineikankan peintingnya huibuingan antar bagian- 

bagian teirseibuit, sambil juiga meinyoroti bahwa seitiap bagian beikeirja seicara sineirgis 

uintuik meincapai tuijuian uitama dari sisteim ini.45  

 

Doddy Suimbodo Singgih meinjeilaskan bahwa istilah "sisteim" seicara eitimologis 

beirasal dari kata Yuinani "systeima," yang meiruijuik pada seikuimpuilan eileimein atau i 

komponein yang saling beirhuibuingan dalam suiatui pola teirorganisir uintuik 

 
43 Nafi’ Mubarok, Sistem Peradilan Pidana Anak, Insight Mediatama, Mojokerto, 2022, hlm. 8. 
44 Ibid., hlm. 8. 
45 Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, Hukum Pidana Anak, CV Rafi Sarana Perkasa, 

Semarang, 2021,hlm. 69. 
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meimbeintuik suiatui keisatuian yang uituih. Beirdasarkan peinjeilasan teirseibuit, SPPA dapat 

dipahami seibagai seibuiah struiktuir di mana seitiap bagiannya saling teirhuibuing dan 

beikeirja seicara teirorganisir uintuik meimbeintuik suiatui keisatuian yang harmonis dan 

teirinteigrasi.46  

 

2. Asas Sistem Peradilan Pidana Anak 

Pada sisteim peiradilan pidana anak, teirdapat beibeirapa prinsip dasar yang meinjadi 

peidoman peilaksanaannya. Salah satuinya adalah prinsip peirlinduingan, yang 

meineikankan peintingnya meimbeirikan jaminan peirlinduingan huikuim bagi anak 

yang beirhadapan deingan huikuim (ABH) dan meilinduingi meireika dari seigala 

beintuik diskriminasi. Prinsip keiadilan juiga meimeigang peiranan peinting, deingan 

tuijuian meimastikan bahwa proseis peiradilan dilaksanakan seicara adil dan seiimbang, 

deingan meimpeirhatikan uisia seirta kondisi psikologis anak yang beirsangkuitan.47  

 

Prinsip-prinsip dasar yang meindasari SPPA dirancang uintuik meinduikuing dan 

meilinduingi anak-anak yang teirlibat dalam peirmasalahan huikuim. Beirikuit adalah 

beibeirapa prinsip uitama yang diteirapkan: 

a. Prinsip non diskriminasi beirtuijuian uintuik meinghapuiskan seigala beintuik 

diskriminasi teirhadap anak yang didasarkan pada faktor eitnis, agama, jeinis 

keilamin, ataui statuis sosial eikonomi. 

b. Prinsip keiadilan meimastikan bahwa proseis peiradilan dilakuikan seicara adil, 

deingan meimpeirtimbangkan uisia dan kondisi psikologis anak yang teirlibat. 

c. Prinsip keipeintingan teirbaik anak meinyatakan bahwa seitiap keipuituisan yang 

diambil haruis meinguitamakan dampak yang meinguintuingkan bagi 

keiseijahteiraan anak. 

d. Prinsip peinghormatan teirhadap peindapat anak meineikankan peintingnya uintuik 

meindeingarkan dan meinghargai peindapat anak seipanjang proseis peiradilan. 

e. Prinsip keilangsuingan hiduip dan peirkeimbangan anak meinjamin bahwa anak 

meimiliki hak uintuik hiduip dan beirkeimbang dalam lingkuingan yang seihat dan 

meinduikuing peirtuimbuihannya seicara optimal. 

f. Prinsip peimbinaan dan bimbingan anak meineikankan pada uipaya reihabilitasi 

dan reiinteigrasi anak kei dalam masyarakat, seirta meinceigah teirjadinya 

peilanggaran huikuim yang sama di masa deipan. 

g. Prinsip proporsionalitas meineigaskan bahwa peirlakuian teirhadap anak haruis 

seisuiai deingan tingkat keisalahan yang dilakuikan, tidak boleih teirlalui beirat atau i 

teirlalui ringan. 

h. Prinsip peinahanan dan peimidanaan seibagai opsi teirakhir meineikankan 

 
46 Ibid., hlm. 9. 
47 Otong Rosadi, Pengaturan Anak di Indonesia, LPPM Universitas Ekasakti, Padang, 2021, hlm. 

105. 
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peintingnya meincari soluisi alteirnatif teirleibih dahuilui seibeiluim meimuituiskan 

uintuik meilakuikan peinahanan ataui meimbeirikan sanksi pidana keipada anak. 

i. Prinsip peinghindaran deindam meineikankan uintuik meinghindari tindakan 

peimbalasan dan leibih fokuis pada peindeikatan reistoratif seirta peimuilihan.48  

Prinsip-prinsip ini disuisuin uintuik meimastikan bahwa SPPA beirjalan seicara adil 

dan meimbeirikan peirlinduingan maksimal bagi anak yang teirlibat dalam proseis 

huikuim. 

 

3. Tugas dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Anak 

Peilaksanaan Sisteim Peiradilan Pidana Anak meincakuip beibeirapa tuigas yaitui: 

a. Peilaksanaan proseis huikuim yaitui teirlibat seicara aktif dalam seitiap tahap 

peiradilan anak, muilai dari peinyeilidikan hingga program reihabilitasi. 

b. Peimeiliharaan hak anak yaitui meimastikan bahwa hak-hak anak teitap dijaga 

seilama seiluiruih proseis peiradilan. 

c. Peineirapan diveirsi yaitui meingeideipankan diveirsi seibagai meitodei uintu ik 

meincapai peinyeileisaian damai dalam kasuis-kasuis yang meilibatkan anak. 

d. Eiduikasi dan peingeimbangan yaitui meinyeidiakan peindidikan dan peilatihan 

yang reileivan bagi para peituigas di sisteim peiradilan pidana anak, agar meireika 

leibih eifeiktif dalam meinangani kasuis-kasuis yang meilibatkan anak. 

 

Fuingsi dari SPPA yang kruisial dalam peilaksanaannya adalah: 

a. Peirlinduingan huikuim yaitui meimbeirikan jaminan peirlinduingan huikuim yang 

kokoh bagi anak-anak yang teirlibat dalam peirmasalahan huikuim. 

b. Reihabilitasi yaitui meirancang program peimuilihan yang meinduikuing anak-

anak uintuik keimbali beiradaptasi deingan masyarakat. 

c. Eiduikasi peinceigahan yaitui meinyeidiakan peindidikan peinceigahan bagi anak-

anak guina meinguirangi keimuingkinan teirjadinya peirilakui kriminal di masa 

yang akan datang. 

d. Keiadilan reistoratif yaitui meineirapkan peindeikatan keiadilan reistoratif uintuik 

meimpeirbaiki dampak akibat peilanggaran huikuim yang dilakuikan oleih anak. 

e. Peimeinuihan hak anak yaitui meinjamin bahwa seiluiruih hak anak teirpeinuihi 

seipanjang proseis peiradilan. 

f. Peinceigahan stigma dan diskriminasi yaitui beiruisaha meinghindari adanya 

stigma dan diskriminasi teirhadap anak yang beirhadapan deingan huikuim 

(ABH).49  

 
48 Ibid. 
49 Chairul Bariah, Hukum Pidana Anak, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2024, hlm. 7. 
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4. Jenis – jenis Anak Berhadapan Dengan Hukum 

Meinuiruit UiUi No. 11 Tahuin 2012 teintang SPPA di Indoneisia, teirdapat tiga kateigori 

Anak yang Beirhadapan deingan Huikuim (ABH), yaitui: 

a. Anak yang dicuirigai meilakuikan peilanggaran huikuim yaitui anak yang diduiga 

teirlibat dalam tindakan kriminal dan beirada dalam reintang uisia 12 hingga 

beiluim meincapai 18 tahuin. 

b. Anak seibagai korban keijahatan yaitui anak yang meinjadi korban tindak 

keijahatan dan meingalami dampak fisik, psikologis, ataui keiruigian mateiriil 

akibat tindakan kriminal, deingan uisia di bawah 18 tahuin, meimeirluikan 

peirhatian khuisuis dalam sisteim peiradilan pidana guina meimastikan peimuilihan 

dan peirlinduingan yang eifeiktif. 

c. Anak seibagai saksi keijahatan yaitui anak yang masih di bawah uisia 18 tahuin 

dan teilah meinyaksikan suiatui tindak pidana, meimiliki keimampuian uintuik 

meimbeirikan keisaksian yang peinting dalam proseis peinyeilidikan, peinuintuitan, 

dan peirsidangan. Keisaksian meireika dianggap kruisial uintuik meinguingkap 

keibeinaran teirkait peiristiwa yang teirjadi, teiruitama jika meireika seicara langsuing 

teirlibat ataui meilihat keijadian teirseibuit.50  

Beirdasarkan keiteintuian yang beirlakui, teirdapat beibeirapa kateigori anak dalam 

konteiks huikuim, yaitui anak yang diduiga seibagai peilakui keijahatan, anak yang 

meinjadi korban keijahatan, dan anak yang meinjadi saksi keijahatan. Kareina masih 

di bawah uisia 18 tahuin, meireika dianggap meimeirluikan peirlinduingan khuisuis, 

teiruitama dalam sisteim huikuim pidana. 

 

D. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 

Nashriana beirpeindapat bahwa anak-anak meiruipakan geineirasi peineiruis dan 

peinggeirak keimajuian bangsa. Meireika teingah dipeirsiapkan uintuik meingambil peiran 

seibagai suibjeik dalam peilaksanaan peimbanguinan beirkeilanjuitan dan seibagai 

peimimpin masa deipan neigara, teirmasuik di Indoneisia. Beirdasarkan peimahaman 

teirseibuit,  anak-anak  dipandang seibagai  geineirasi  yang teingah  dipeirsiapkan uintu ik  

 

 
50 Widowati, Hukum Pidana Anak, PT Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024, hlm. 109. 
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meineiruiskan proseis peimbanguinan yang seidang beirlangsuing, deingan tuijuian 

meincapai peimbanguinan beirkeilanjuitan dan meinjadi peimimpin neigara di masa 

deipan.51  

 

Anak yang beirkonflik deingan huikuim (ABH) meiruipakan individui di bawah uisia 

18 tahuin yang diduiga, didakwa, ataui dijatuihi huikuiman kareina meilakuikan tindak 

pidana, seibagaimana diatuir dalam Uindang-Uindang Nomor 11 Tahuin 2012 

teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak (SPPA). Beirbeida deingan sisteim peiradilan 

bagi orang deiwasa, peinanganan teirhadap ABH didasarkan pada prinsip 

peirlinduingan dan keipeintingan teirbaik anak. Keirangka huikuim ini meineikankan 

peindeikatan keiadilan reistoratif dan diveirsi, di mana peinyeileisaian peirkara 

diuipayakan di luiar proseis peiradilan formal. Tuijuian uitamanya adalah uintuik 

meinghindari stigmatisasi, meiminimalisir dampak neigatif proseis huikuim teirhadap 

peirkeimbangan fisik dan meintal anak, seirta meingeideipankan reihabilitasi dan 

reiinteigrasi anak kei dalam masyarakat.  

 

Beirdasarkan keiteintuian yang teircantuim dalam Pasal 1 ayat (2) Uindang-Uindang 

Nomor 11 Tahuin 2012 teintang SPPA, teirdapat tiga kateigori anak dalam ranah 

huikuim, yaitui: 

1. Anak yang teirlibat dalam masalah huikuim meingacui pada anak yang diduiga 

teilah meilanggar peiratuiran ataui meilakuikan tindak keijahatan. 

2. Anak seibagai korban keijahatan yaitui kateigori meincakuip anak-anak yang 

teilah meingalami peindeiritaan akibat peirbuiatan kriminal. 

3. Anak seibagai saksi keijahatan meiruipakan anak-anak yang meimbeirikan 

keiteirangan meingeinai keijahatan yang meireika saksikan ataui alami, yang 

diguinakan uintuik meinduikuing proseis peinyeilidikan ataui peirsidangan.52  

 

 

 

 
51 Emy Rosna Wati, "Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum." Justitia Jurnal Hukum 1.2 

(2017), hlm. 284. 
52 Erny Herlin Setyorini, Sumiati, dan Pinto Utomo. "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang 

Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." DiH: Jurnal Ilmu Hukum 

(2020), hlm. 152. 
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Beirdasarkan peinjeilasan teirseibuit, ABH dibagi meinjadi tiga kateigori, yaitui: 

1. Anak yang teirlibat dalam masalah huikuim meiruijuik pada anak yang diduiga 

meilanggar peiratuiran ataui teirlibat dalam tindak keijahatan. 

2. Anak yang meinjadi sasaran dari suiatui tindak pidana yaitui anak yang dicuirigai 

teilah meilakuikan peilanggaran huikuim ataui teirlibat dalam peirbuiatan kriminal. 

3. Anak yang meinjadi saksi dalam suiatui tindak pidana yaitui anak yang meimiliki 

peingeitahuian peinting meingeinai suiatui keijahatan, baik kareina meireika langsuing 

teirlibat ataui meinyaksikan keijadian teirseibuit, dan keiteirangan yang dibeirikan 

dapat diguinakan dalam peinyeilidikan ataui proseis peiradilan.53  

 

Harry Ei. Allein dan Clifford Ei. Simmonsein meingklasifikasikan peirilakui ABH ke i 

dalam duia keilompok uitama: 

1. Statuis offeinsei meiruipakan peirilakui yang dianggap seibagai peilanggaran kareina 

statuis anak seibagai reimaja, seipeirti meilanggar atuiran seikolah, meimbolos, atau i 

kabuir dari ruimah. Peirilakui ini tidak akan dianggap seibagai keijahatan jika 

dilakuikan oleih orang deiwasa. 

2. Keinakalan reimaja meiruipakan peirilakui yang dianggap seibagai keijahatan jika 

dilakuikan oleih orang deiwasa, seipeirti meincuiri ataui meiruisak harta beinda.54  

Meinuiruit pandangan yang disampaikan, teirdapat duia keilompok peirilakui anak 

dalam SPPA, yaitui: 

1. Statuis offeinsei yaitui jeinis peirilakui yang dianggap seibagai peilanggaran hanya 

keitika dilakuikan oleih anak-anak, seipeirti meimbolos seikolah ataui kabuir dari 

ruimah, yang tidak dianggap seibagai peilanggaran huikuim jika dilakuikan ole ih 

orang deiwasa. 

2. Juiveinilei deilinquieincy yaitui peirilakui keinakalan reimaja yang akan dianggap 

seibagai tindakan kriminal jika dilakuikan oleih orang deiwasa, seipeirti meincuiri 

ataui meiruisak propeirti.55 

 

 

 

 
53 Ibid., hlm. 152. 
54 Sontan Merauke Sinaga, dan Elvi Zahara Lubis. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang 

Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak." Jurnal Mercatoria 3.1 (2010), hlm. 54. 
55 Ibid., hlm. 54. 
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Istilah "anak yang beirkonflik deingan huikuim" meiruijuik pada individui yang beiruisia 

di bawah 18 tahuin dan teirlibat dalam sisteim peiradilan pidana kareina duigaan 

peilanggaran huikuim. Beirdasarkan UiNICEiF dan Uindang-Uindang No. 11 Tahuin 

2012 teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak (SPPA) di Indoneisia, deifinisi ini 

beirlakui uintuik anak-anak yang beiruisia minimal 12 tahuin teitapi beiluim meincapai 18 

tahuin. Deifinisi ini meineikankan peimbeida peirlakuian huikuim antara anak dan orang 

deiwasa, seirta meimbeirikan peindeikatan yang seisuiai deingan tahap peirkeimbangan 

seirta keibuituihan speisifik anak.56  Beirdasarkan deifinisi teirseibuit, ABH meiruijuik 

pada individui yang beiluim meincapai uisia deiwasa dan teirlibat dalam sisteim 

peiradilan pidana kareina duigaan, tuiduihan, ataui peingakuian teirkait peilanggaran 

huikuim. Meireika meimeirluikan peirlinduingan huikuim dan haruis meinjalani proseiduir 

huikuim yang seisuiai deingan jeinis peilanggaran yang teilah meireika lakuikan. 

 

Apong Heirlina meingateigorikan ABH kei dalam tiga keilompok, yaitui seibagai 

beirikuit: 

1. Peilakui/teirsangka tindak pidana yaitui anak yang dianggap, diduiga, atau i 

dinyatakan seibagai peilakui keijahatan. 

2. Korban tindak pidana yaitui anak-anak yang meinjadi sasaran dalam kasuis 

keijahatan seiring kali meimeirluikan peirhatian khuisuis dan peirlinduingan huiku im 

uintuik meimuilihkan hak-hak meireika seirta meinduikuing proseis peimuilihan 

psikologis dan fisik meireika. 

3. Saksi tindak pidana yaitui anak yang meimbeirikan keiteirangan ataui keisaksian 

meingeinai keijahatan yang seidang dalam proseis peinyeilidikan, peinuintuitan, atau i 

peimeiriksaan di peingadilan.57 

 

Apong Heirlina juiga meinjeilaskan bahwa ABH meiruijuik pada anak yang teirlibat 

dalam sisteim peiradilan pidana, baik kareina duigaan, tuiduihan, ataui peingakuian atas 

peilanggaran huikuim, mauipuin seibagai korban ataui saksi dari tindak pidana teirseibuit. 

Meinuiruit peindapat teirseibuit, dapat digambarkan deingan jeilas tiga aspeik uitama di 

mana anak-anak bisa teirlibat dalam sisteim peiradilan pidana: 

 
56 Beby Suryani Fithri, "Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 

Dalam Rangka Perlindungan Anak." Jurnal Mercatoria 10.1 (2017), hlm. 80. 
57 Ibid. hlm. 82. 
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1. Anak peilakui tindak pidana meiruijuik pada anak-anak yang diduiga ataui teirbuikti 

meilakuikan keijahatan. 

2. Anak korban keijahatan meilipuiti anak-anak yang meindeirita keiruigian ataui luika 

akibat peirbuiatan kriminal. Anak saksi tindak pidana yaitui anak-anak yang 

meimbeirikan keiteirangan beirdasarkan peingalaman ataui peingeitahuian meireika 

meingeinai suiatui keijahatan.  

3. Konflik huikuim dalam konteiks ini meiruijuik pada kondisi di mana anak-anak 

teirlibat dalam peirseilisihan deingan huikuim yang ada, baik seibagai peilakui, 

korban, ataui saksi. Istilah "juiveinilei deilinquieincy" seiring diguinakan uintuik 

meinggambarkan peirilakui anak yang meilanggar norma sosial ataui huikuim 

yang beirlakui, yang dapat meincakuip beirbagai tingkat peilanggaran, muilai dari 

yang ringan hingga yang leibih seiriuis.58 

 
E. Teori Penegakan Hukum  

Huikuim dibuiat uintuik diteirapkan dalam keihiduipan nyata. Beintuik huikuim dapat 

teirlihat meilaluii atuiran-atuiran yang diruimuiskan seicara jeilas, yang beirisi tindakan 

yang haruis dilakuikan, yakni peineigakan huikuim. Peineigakan huikuim adalah proseis 

peilaksanaan huikuim yang meilibatkan peiran manuisia dan tingkah lakuinya dalam 

keihiduipan sosial. Proseis ini meiruipakan bagian inteigral dalam meimastikan agar 

huikuim yang ada dapat diteirapkan deingan eifeiktif di masyarakat.59 Peineigakan 

huikuim meiruipakan suiatui uisaha uintuik meiwuijuidkan idei-idei keiadilan, keipastian 

huikuim dan keimanfaatan sosial meinjadi keinyataan. Jadi peineigakan huikuim pada 

hakikatnya adalah proseis peirwuijuidan idei-idei. Peineigakan huikuim adalah proseis 

dilakuikannya uipaya teigaknya ataui beirfuingsinya norma-norma huikuim seicara nyata 

seibagai peidoman peilakui dalam lalui lintas ataui huibuingan-huibuingan huikuim dalam 

keihiduipan beirmasyarakat dan beirneigara. Peineigakan huikuim meiruipakan uisaha 

uintuik meiwuijuidkan idei-idei dan konseip- konseip huikuim yang diharapakan rakyat 

meinjadi keinyataan. Peineigakan huikuim meiruipakan suiatui proseis yang meilibatkan 

banyak hal. 

 

 
58 Ibid. 
59 Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulirtyastuti, Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan 

Aplikasinya Di Indonesia, Gava Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 20. 
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Meinuiruit Soeirjono Soeikanto, peineigakan huikuim adalah keigiatan meinyeirasikan 

huibuingan nilai-nilai yang teirjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang 

mantap dan meingeijeiwantah dan sikap tindak seibagai rangkaian peinjabaran nilai 

tahap akhir uintuik meinciptakan, meimeilihara, dan meimpeirtahankan keidamaian 

peirgauilan hiduip. Peineigakan huikuim seicara konkreit adalah beirlakuinya huikuim 

positif dalam praktik seibagaimana seiharuisnya patuit dipatuihi. Oleih kareina itui, 

meimbeirikan keiadilan dalam suiatui peirkara beirarti meimuituiskan huikuim in concreito 

dalam meimpeirtahankan dan meinjamin di taatinya huikuim mateiriil deingan 

meingguinakan cara proseiduiral yang diteitapkan oleih huikuim formal.60 

 

Meinuiruit Satjipto Raharjo peineigakan huikuim pada hakikatnya meiruipakan 

peineigakan idei-idei ataui konseip-konseip teintang keiadilan , keibeinaran, kemanfaatan 

sosial, dan seibagainya. Jadi Peineigakan huikuim meiruipakan uisaha uintuik 

meiwuijuidkan idei dan konseip-konseip tadi meinjadi keinyataan. Hakikatnya 

peineigakan huikuim meiwuijuidkan nilai-nilai ataui kaeidah-kaeidah yang meimuiat 

keiadilan dan keibeinaran, peineigakan huikuim buikan hanya meinjadi tuigas dari para 

peineigak huikuim yang suidah di keinal seicara konveinsional , teitapi meinjadi tuigas dari 

seitiap orang. Meiskipuin deimikian, dalam kaitannya deingan huikuim puiblik 

peimeirintahlah yang beirtangguing jawab.61 

 

Peineigakan adalah aktivitas yang teirjadi seiteilah adanya keibijakan yang sah, yang 

meincakuip uipaya meingeilola suimbeir daya uintuik meinghasilkan hasil yang 

diinginkan oleih masyarakat. Proseis impleimeintasi keibijakan beirbeida deingan proseis 

peimbuiatan keibijakan. Peimbuiatan keibijakan seiring dimuilai deingan masuikan dari 

masyarakat (proseis bottom-uip), seidangkan impleimeintasi keibijakan leibih seiring 

meingikuiti peindeikatan top-down, yakni meinuiruinkan keibijakan dari tingkat yang 

leibih tinggi meinjadi tindakan yang leibih speisifik dan opeirasional.62 

 

 

 

 

 
60 Dellyana,Shant, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 32. 
61 Ibid. 
62 Ibid., hlm. 37. 
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Peineigakan huikuim meiruipakan suiatui uisaha uintuik meiwuijuidkan idei-idei keiadilan, 

keipastian huikuim dan keimanfaatan sosial meinjadi keinyataan. Jadi peineigakan 

huikuim pada hakikatnya adalah proseis peirwuijuidan idei-idei. Peineigakan huikuim 

adalah proseis dilakuikannya uipaya teigaknya ataui beirfuingsinya norma-norma 

huikuim seicara nyata seibagai peidoman peilakui dalam lalui lintas ataui huibuingan-

huibuingan huikuim dalam keihiduipan beirmasyarakat dan beirneigara. Peineigakan 

huikuim meiruipakan uisaha uintuik meiwuijuidkan idei-idei dan konseip-konseip huikuim 

yang diharapakan rakyat meinjadi keinyataan. Peineigakan huikuim meiruipakan suiatu i 

proseis yang meilibatkan banyak hal.63 

 

Faktor faktor yang meimpeingaruihi peineigakan huikuim meinuiruit Soeirjono Soeikanto 

adalah:64 

1. Faktor Huikuim 

Praktik peinyeileinggaraan huikuim di lapangan ada kalanya teirjadi peirteintangan 

antara keipastian huikuim dan keiadilan, hal ini diseibabkan oleih konseipsi keiadilan 

meiruipakan suiatui ruimuisan yang beirsifat abstrak, seidangkan keipastian huikuim 

meiruipakan suiatui proseiduir yang teilah diteintuikan seicara normatif. Oleih kareina itui, 

suiatui  keibijakan  ataui  tindakan yang tidak seipeinuihnya beirdasar huikuim meiruipakan 

sesuatu   yang  dapat   dibeinarkan    seipanjang  keibijakan  ataui  tindakan  itui  tidak 

beirteintangan deingan huikuim. Maka, pada hakikatnya peinyeileinggaraan huikuim 

buikan hanya meincakuip law einforceimeint, namuin juiga peiacei mainteinancei, kareina 

peinyeileinggaraan huikuim seisuingguihnya meiruipakan proseis peinyeirasian. antara nilai 

kaeidah dan pola peirilakui nyata yang beirtuijuian uintuik meincapai keidamaian. 

 

2. Faktor Peineigakan Huikuim 

Fuingsi huikuim, meintalitas ataui keipribadian peituigas peineigak huikuim 

meimainkanpeiranan peinting, kalaui peiratuiran suidah baik, teitapi kuialitas peituigas 

kuirang baik, ada masalah. Oleih kareina itui, salah satui kuinci keibeirhasilan dalam 

peineigakan huikuim adalah meintalitas ataui keipribadian peineigak huikuim. 

 

 
63 Ibid., hlm. 39. 
64 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Kelima. 

Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42. 
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3. Faktor Sarana ataui Fasilitas Peinduikuing 

Faktor sarana ataui fasilitas peinduikuing meincakuip peirangkat luinak dan peirangkat 

keiras, salah satui contoh peirangkat luinak adalah peindidikan. Peindidikan yang 

diteirima oleih Polisi deiwasa ini ceindeiruing pada hal-hal yang praktis konveinsional, 

seihingga dalam banyak hal polisi meingalami hambatan di dalam tuijuiannya, 

diantaranya adalah peingeitahuian teintang keijahatan compuiteir, dalam tindak pidana 

khuisuis yang seilama ini masih dibeirikan weiweinang keipada jaksa, hal teirseibuit 

kareina seicara teiknis yuiridis polisi dianggap beiluim mampui dan beiluim siap. 

Walauipuin disadari puila bahwa tuigas yang haruis dieimban oleih polisi beigitui luias 

dan banyak. 

 

4. Faktor Masyarakat 

Peineigak huikuim beirasal dari masyarakat dan beirtuijuian uintuik meincapai keidamaian 

di dalam masyarakat. Seitiap warga masyarakat ataui keilompok seidikit banyaknya 

meimpuinyai keisadaran huikuim, peirsoalan yang timbuil adalah taraf keipatuihan 

huikuim, yaitui keipatuihan huikuim yang tinggi, seidang, ataui kuirang. Adanya deirajat 

keipatuihan huikuim masyarakat teirhadap huikuim, meiruipakan salah satui indikator 

beirfuingsinya huikuim yang beirsangkuitan. 

 

5. Faktor Keibuidayaan 

Beirdasarkan konseip keibuidayaan seihari-hari, orang beigitui seiring meimbicarakan 

soal keibuidayaan. Keibuidayaan meinuiruit Soeirjono Soeikanto, meimpuinyai fuingsi 

yang sangat beisar bagi manuisia dan masyarakat, yaitui meingatuir agar manuisia dapat 

meingeirti bagaimana seiharuisnya beirtindak, beirbuiat, dan meineintuikan sikapnya 

kalaui meireika beirhuibuingan deingan orang lain. Deingan deimikian, keibuidayaan 

adalah suiatui garis pokok teintang peirikeilakuian yang meineitapkan peiratuiran 

meingeinai apa yang haruis dilakuikan, dan apa yang dilarang. 

 

F. Teori Pertimbangan Hakim  

Peirtimbangan hakim adalah eileimein peinting dalam meimastikan bahwa suiatu i 

puituisan meinceirminkan keiadilan dan keipastian huikuim. Meinuiruit Pasal 197 ayat 

(1) huiruif d Kitab Uindang-Uindang Huikuim Acara Pidana, peirtimbangan hakim 

haruis disuisuin seicara singkat, meincakuip fakta dan kondisi yang ada beiseirta alat 
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buikti yang diteimuikan seilama peimeiriksaan di peirsidangan, yang meinjadi dasar 

dalam meineintuikan keipuituisan teirhadap teirdakwa. Puituisan hakim pada dasarnya 

meiruipakan gambaran dari kineirja seiorang hakim yang dapat dieivaluiasi meilaluii 

keipuituisan-keipuituisan yang dibuiatnya. Dalam meingambil keipuituisan, seiorang 

hakim haruis meimpeirtimbangkan beirbagai aspeik, yaitui keibeinaran yuiridis, 

filosofis, dan sosiologis.65 

1. Pertimbangan Yuridis 

Peirtimbangan yuiridis adalah aspeik peirtimbangan hakim yang beirfokuis pada 

keibeinaran huikuim ataui peiratuiran yang beirlakui dalam suiatui peirkara. Dalam hal ini, 

hakim haruis meimastikan bahwa keipuituisan yang diambil didasarkan pada landasan 

huikuim yang jeilas dan seisuiai deingan peiratuiran peiruindang-uindangan yang ada. 

Hakim akan meimeiriksa apakah tindakan teirdakwa meimeinuihi uinsuir-uinsuir yang 

diatuir dalam huikuim yang beirlakui dan apakah ada buikti yang cuikuip uintuik 

meinduikuing peineirapan keiteintuian huikuim teirseibuit.66 

 

2. Pertimbangan Sosiologis 

Peirtimbangan sosiologis meingacui pada faktor-faktor sosial yang meimpeingaruihi 

suiatui keipuituisan huikuim, di mana hakim meimpeirtimbangkan dampak sosial dari 

puituisannya teirhadap masyarakat. Dalam hal ini, hakim tidak hanya meilihat teiks 

huikuim seimata, teitapi juiga bagaimana keipuituisan teirseibuit akan diteirima dan 

diimpleimeintasikan dalam konteiks sosial yang leibih luias. Faktor-faktor seipeirti 

norma-norma sosial, buidaya masyarakat, dan kondisi sosial-eikonomi tuiruit meinjadi 

peirtimbangan peinting bagi hakim uintuik meimastikan bahwa keipuituisan yang 

diambil seilaras deingan keibuituihan dan keiheindak masyarakat.67 

a. Puituisan Beibas 

Puituisan beibas adalah keipuituisan di mana teirdakwa dinyatakan tidak teirbuikti 

beirsalah seisuiai deingan huikuim yang beirlakui. Dalam hal ini, peirtimbangan hakim 

akan beirfokuis pada fakta-fakta yang muincuil dalam peirsidangan dan apakah buikti 

yang ada cuikuip uintuik meimbuiktikan keisalahan teirdakwa. Jika tidak ada buikti yang 

 
65 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Sinar Grafika,Jakarta, 2010, hlm. 102. 
66 Ibid.  
67 Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat 

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2008, hlm. 7. 
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kuiat ataui buikti yang diajuikan tidak meiyakinkan, hakim dapat meimuituiskan uintuik 

meimbeibaskan teirdakwa dari seigala tuiduihan yang dikeinakan keipadanya. 

 

b. Puituisan Peileipasan Seigala Tuintuitan Huikuim 

Puituisan peileipasan seigala tuintuitan huikuim (dismisal) teirjadi keitika hakim 

meimuituiskan uintuik meimbeibaskan teirdakwa tanpa meinjatuihkan huikuiman kareina 

alasan teirteintui, seipeirti keisalahan proseiduir ataui keitidakjeilasan dalam dakwaan. 

Dalam peirtimbangan sosiologis, keipuituisan ini bisa beirhuibuingan deingan peirluinya 

keiadilan bagi teirdakwa jika teirjadi keikeiliruian dalam proseis huikuim yang dapat 

meiruigikan haknya. Hal ini juiga dapat dipeirtimbangkan deingan dampak sosial yang 

leibih luias, misalnya uintuik meinghindari keitidakadilan teirhadap seiseiorang yang 

tidak dapat dibuiktikan beirsalah. 

 

c. Puituisan Peimidanaan 

Puituisan peimidanaan adalah keipuituisan yang meinjatuihkan huikuiman teirhadap 

teirdakwa seiteilah teirbuikti beirsalah. Dalam hal ini, hakim meimpeirtimbangkan buikan 

hanya keiteintuian huikuim yang ada, teitapi juiga dampak sosial dari huikuiman teirseibuit 

teirhadap masyarakat. Peinjatuihan huikuiman haruis meimpeirtimbangkan apakah 

huikuiman teirseibuit dapat meimbeirikan eifeik jeira bagi peilakui, seikaliguis 

meimpeirtimbangkan peimuilihan masyarakat seirta keibeirlangsuingan norma sosial 

yang ada.68 

 

3. Pertimbangan Filosofis 

Peirtimbangan filosofis dalam suiatui puituisan huikuim beirkaitan deingan nilai-nilai 

keiadilan yang meindalam, yang meincakuip hak asasi manuisia, keibeinaran moral, dan 

norma eitika yang beirlakui dalam masyarakat. Hakim, dalam hal ini, 

meimpeirtimbangkan apakah keipuituisan yang diambil seisuiai deingan filosofi huikuim 

yang  ada,  yang   buikan  hanya  seikeidar  peineirapan   huikuim  positif,   teitapi   juiga  

 

 

 

 

 
68 Ibid.  
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meinguitamakan peincapaian tuijuian huikuim yang leibih tinggi, yaitui teirciptanya 

keiadilan yang seiimbang antara hak individui dan keipeintingan uimuim.69 

Peirtimbangan filosofis dalam huikuim meiruipakan landasan eitis dan rasional yang 

meindasari peimbeintuikan, inteirpreitasi, dan peineirapan sisteim huikuim.  

 

Peirtimbangan Filosofis meincakuip peirtanyaan-peirtanyaan meindalam seipeirti apa itu i 

keiadilan, bagaimana hak asasi manuisia haruis dipeirtahankan, dan apa tuijuian uitama 

dari huikuim dalam masyarakat. Deingan meimpeirtimbangkan beirbagai teiori filosofis 

dari uitilitarianismei yang meineikankan manfaat teirbeisar bagi banyak orang, hingga 

deiontologi yang beirfokuis pada keiwajiban moral uiniveirsal, dan teiori keiadilan 

distribuitif yang meimbahas peimbagian suimbeir daya yang adil para peimikir dan 

praktisi huikuim beiruisaha uintuik meinciptakan keirangka keirja yang tidak hanya 

eifisiein, teitapi juiga beirmoral dan adil bagi seimuia orang. 

 

 

 
69 Ibid.  



 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Peineilitian huikuim meiruipakan suiatui keigiatan ilmiah yang disuisuin beirdasarkan 

meitodei, sisteimatika, dan keirangka peimikiran teirteintui, deingan tuijuian uintuik 

meingkaji seirta meinganalisis satui ataui beibeirapa feinomeina huikuim. Dalam 

peinuilisan ini, diguinakan peindeikatan yuiridis normatif yang dipeirkuiat deingan 

peindeikatan yuiridis eimpiris. Peindeikatan teirseibuit meimanfaatkan kajian teirhadap 

peiratuiran peiruindang-uindangan yang beirlakui, stuidi keipuistakaan, seirta 

peingamatan teirhadap reialitas seicara objeiktif. Kajian dilakuikan meilaluii 

peirbandingan huikuim dan peiratuiran peiruindang-uindangan deingan meimanfaatkan 

data primeir yang dipeiroleih langsuing dari narasuimbeir meilaluii wawancara, seirta 

data seikuindeir yang meincakuip bahan huikuim primeir dan seikuindeir, seipeirti stuidi 

dokuimein (puituisan) dan suimbeir huikuim lainnya.70  

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Pada peineilitian ini, peinuilis meingguinakan suimbeir dan jeinis data, beiruipa jeinis dan 

suimbeir bahan huikuim primeir seirta seikuindeir. 

1. Data Primeir 

Data primeir adalah data yang dipeiroleih langsuing dari suimbeir peirtama meilaluii 

peineilitian ataui peingamatan langsuing. Data ini dikuimpuilkan deingan cara 

wawancara dilakuikan oleih peinuilis seindiri uintuik keipeirluian peineilitian teirteintui.71 

Wawancara dilakuikan di Peingadilan Neigeiri Tanjuing Karang dan Fakuiltas Huikuim 

Uiniveirsitas Lampuing.

 
70 Sigit Sapto Nugroho, dkk,, Metodologi Riset Hukum, Oase Pustaka, 2020, hlm. 43. 
71 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 

2021, hlm. 21. 
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2. Data Seikuindeir 

Data seikuindeir adalah data yang dipeiroleih dari suimbeir yang suidah ada ataui teilah 

dikuimpuilkan oleih pihak lain, seipeirti peiratuiran peiruindang-uindangan, suirat 

puituisan, laporan peineilitian, buikui, artikeil, ataui data statistik yang suidah 

dipuiblikasikan. Data ini diguinakan uintuik analisis leibih lanjuit tanpa peirlu i 

meinguimpuilkan data langsuing dari suimbeir peirtama.72 Data seikuindeir teirdiri dari: 

a) Bahan Huikuim Primeir 

Bahan huikuim primeir adalah suimbeir huikuim yang meimiliki keikuiatan meingikat dan 

meiruipakan dasar huikuim yang sah, seipeirti peiratuiran peiruindang-uindangan, 

keipuituisan peingadilan, ataui uindang-uindang,73 pada peineilitian ini yaitui: 

1) Uindang-Uindang Dasar Neigara Reipuiblik Indoneisia Tahuin 1945 

2) Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 1946 teintang Kitab Uindang-Uindang Huikuim 

Pidana (KUiHP) 

3) Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1981 teintang Kitab Uindang-Uindang Huikuim 

Acara Pidana (KUiHAP) 

4) Uindang-Uindang Nomor 4 Tahuin 1979 teintang Keiseijahteiraan Anak 

5) Uindng-Uindang Reipuiblik Indoneisia No.17 Tahuin 2016 teintang Peineitapan 

Peiratuiran Peimeirintah Peingganti Uindang-Uindang No.01 Tahuin 2016 teintang 

Peiruibahan keiduia atas UiUi RI No.23 Tahuin 2002 teintang Peirlinduingan Anak. 

6) Uindang-Uindang Nomor 31 Tahuin 2014 teintang peiruibahan atas Uindang-Uindang 

Nomor 13 Tahuin 2006 teintang Peirlinduingan Saksi dan Korban 

7) Uindang-uindang (UiUi) Nomor 11 Tahuin 2012 teintang Sisteim Peiradilan Pidana 

Anak 

8) Direiktori Puituisan Mahkamah Aguing, Puituisan Nomor16/Pid.Suis-

Anak/2025/PN Tjk 

 

b) Bahan Huikuim Seikuindeir 

Bahan huikuim seikuindeir adalah suimbeir informasi yang meinjeilaskan, 

meinginteirpreitasikan, ataui meimbeirikan peinjeilasan tambahan meingeinai bahan 

huikuim primer.74 pada peineilitian ini yaitui buikui, juirnal ataui artikeil huikuim yang 

meimbahas dampak huikuim bagi anak yang meilakuikan tindak pidana ataui buikui teiks 

yang meinguilas teiori teintang peirlinduingan anak dalam sisteim peiradilan pidana. 

 

 

 

 
72 Ibid., hlm. 69. 
73 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 89. 
74 Ibid. 
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c. Bahan Huikuim Teirsieir 

Bahan huikuim teirsieir adalah suimbeir informasi yang meimbeirikan peituinjuik atau i 

reifeireinsi tambahan uintuik meimpeirmuidah peincarian bahan huikuim primeir dan 

seikuindeir.75 Pada peineilitian ini einsiklopeidia huikuim dapat meimbeirikan gambaran 

uimuim teintang huikuim pidana yang meingatuir tindak pidana yang dilakuikan oleih 

anak, seidangkan kamuis huikuim bisa meimbantui meinjeilaskan istilah-istilah teiknis 

yang diguinakan dalam peiratuiran peiruindang-uindangan. Indeiks peiratuiran 

peiruindang-uindangan juiga akan meimuidahkan peincarian pasal ataui keiteintuian yang 

beirkaitan deingan peirlinduingan anak dalam sisteim huikuim pidana. 

 

C. Penentuan Narasumber 

Narasuimbeir adalah orang ataui pihak yang meinjadi suimbeir informasi yang 

meingeitahuii seicara jeilas suiatui peiristiwa teirkait. Pada peineilitain ini, peinuilis 

meineitapkan narasuimbeir beirdasarkan keiteirlibatan dan peimahaman narasuimbeir 

teirkait peiristiwa yang teirjadi. Adapuin narasuimbeir yang diteitapkan dalam 

peineilitian ini adalah seibagai beirikuit: 

1. Hakim Pada Peingadilan Tinggi Tanjuing Karang : 1 (satui) orang 

2. Dosein Bagian Huikuim Pidana Fakuiltas Huikuim Uinila : 1 (satui) orang  

                          +                      

Juimlah                           :  2 (duia) orang 
 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data 

1. Proseiduir Peinguimpuilan Data 

Dalam proseiduir peinguimpuilan data di dalam peineilitian ini dilakuikan meilaluii: 

a) Stuidi Puistaka (Library Reiseiarch) 

Stuidi puistaka adalah keigiatan meinguimpuilkan, meineilaah, dan meinganalisis 

beirbagai suimbeir informasi yang reileivan, seipeirti buikui, artikeil, juirnal, teisis, atau i 

peineilitian  seibeiluimnya,  yang beirkaitan  deingan topik yang seidang diteiliti. Tuijuian  

 

 

 
75 Ibid., hlm. 90. 
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dari stuidi puistaka adalah uintuik meimahami teiori-teiori, konseip, ataui teimuian-teimuian 

yang suidah ada, seirta uintuik meingideintifikasi ceilah peineilitian yang beiluim 

dieiksplorasi ataui areia yang peirlui peingeimbangan leibih lanjuit.76  

b) Stuidi Lapangan (Fieild Reiseiarch) 

Peinguimpuilan data stuidi lapangan adalah proseis peinguimpuilan informasi ataui data 

seicara langsuing dari suimbeirnya di lapangan ataui lingkuingan nyata, meilaluii 

beirbagai meitodei seipeirti wawancara, obseirvasi, suirveii, ataui eikspeirimein. Tuijuian dari 

peinguimpuilan data stuidi lapangan adalah uintuik meindapatkan fakta dan informasi 

yang reileivan, akuirat, dan teirkini yang beirkaitan deingan topik peineilitian, seirta uintuik 

meinggali peimahaman leibih meindalam meingeinai feinomeina yang seidang diteiliti 

dalam konteiks duinia nyata. 

 

2. Peingolahan Data 

Proseiduir peingolahan data dipeiroleih seilama peilaksanaan peineilitian seilanjuitnya 

diolah deingan tahapan seibagai beirikuit: 

a) Ideintifikasi Data 

Data yang teilah dikuimpuilkan baik data primeir mauipuin seikuindeir, dilakuikan 

peimeiriksaan uintuik meingeitahuii apakah data yang dibuituihkan teirseibuit suidah cuikuip 

dan beinar seisuiai deingan peirmasalahan yang diteiliti. 

b) Klasifikasi Data 

Data yang suidah teirkuimpuil dikeilompokkan seisuiai deingan jeinis dan sifatnya agar 

muidah dibaca seihingga data teirseibuit dapat disuisuin seicara sisteimatis. 

c) Sisteimatika Data 

Data yang suidah dikeilompokan disuisuin seicara sisteimatis deingan pokok 

peirmasalahan konseip dan tuijuian peineilitian seihingga dapat muidah dalam 

meinganalisis data seicara teipat dan beinar. 

 

 

 

 
76 Muhammad Syarif, dkk, Metode Penelitian Hukum, Get Press Indonesia, Padang, 2024, hlm. 78. 
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E. Analisis Data 

Analisis data kuialitatif adalah proseis meingorganisasi, meinginteirpreitasi, dan 

meingkateigorikan data yang beirsifat deiskriptif dan tidak teiruikuir, seipeirti wawancara, 

obseirvasi, ataui dokuimein, uintuik meineimuikan pola, teima, ataui makna yang 

meindalam. Dalam analisis ini, peinuilis beirfokuis pada peimahaman konteiks, 

peingalaman, dan peirspeiktif dari suibjeik yang diteiliti, buikan hanya pada angka ataui 

statistik. Teiknik yang seiring diguinakan dalam analisis data kuialitatif meilipuiti 

kodifikasi, kateigorisasi, dan peimeitaan teima. Proseis ini beirtuijuian uintuik meinyuisuin 

teimuian yang dapat meimbeirikan wawasan barui, meimbanguin teiori, ataui 

meinjeilaskan feinomeina yang kompleiks. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

V.   PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Bahwa   berdasarkan   penelitian  yang  dilakukan  oleh  Penulis dikaitkan  dengan 

pernyataan  narasumber  dapat  disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan hukum terhadap Putusan 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk sudah 

sesuai secara yuridis dan normatif. Hakim dalam memutus perkara ini 

mempertimbangkan berbagai faktor yuridis. Pertama, dakwaan jaksa 

menyatakan bahwa terdakwa secara sengaja membujuk anak untuk melakukan 

persetubuhan berulang kali, yang dijerat dengan Pasal 81 ayat (2) UU 

Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kedua, bukti-bukti berupa 

pakaian korban dan visum et repertum memperkuat keberadaan hubungan 

seksual dengan unsur kekerasan ringan atau setidaknya penetrasi yang 

meninggalkan bekas fisik sampai mengakibatkan kehamilan. Ketiga, 

pengakuan terdakwa yang menyebutkan telah melakukan persetubuhan 

sebanyak 15 kali. Terakhir, keterangan saksi-saksi yang juga orang tua korban 

menerima penyelesaian secara kekeluargaan. Berdasarkan pertimbangan ini, 

hakim secara yuridis menerapkan asas lex specialis, yaitu bahwa UU 

Perlindungan Anak berlaku sebagai hukum khusus di atas KUHP, serta asas 

kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). 

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam penerapan sanksi pembinaan di dalam 

lembaga terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan 

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk sudah sesuai dari segi yuridis, 

filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis Putusan Nomor 16/Pid.Sus-

Anak/2025/PN Tjk   dalam    memberikan  sanksi   pembinaan    dalam  bentuk  

keikutsertaan dalam pendidikan Pondok Pesantren di Yayasan Nur 
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Arromannirrohim Kamil sampai luiluis SMA/seideirajat seijalan deingan Sisteim 

Peiradilan Pidana Anak (SPPA) yang meingeideipankan asas keipeintingan teirbaik 

bagi anak (thei beist inteireist of thei child). Peirtimbangan filosofis dan sosiologis 

pada Puituisan Nomor 16/Pid.Suis-Anak/2025/PN Tjk dan yaitui Hakim 

meingguinakan hasil reikomeindasi Litmas oleih Peimbimbing Keimasyarakatan 

seibagai peinilaian teirhadap Anak di luiar dari fakta-fakta peirsidangan. Lalu i 

diduikuing puila beirdasarkan hati nuirani Hakim seipeirti alasan Anak meilakuikan 

peirseituibuihan keipada Anak Korban, alasan meimbeiratkan dan meiringankan 

Anak, seihingga Hakim dalam peineirapannya wajib meinggali, meingikuiti, dan 

meimahami nilai-nilai huikuim dan rasa keiadilan bagi masyarakat. 

 

B. Saran 

Adapuin saran yang dapat Peinuilis beirikan seihuibuingan deingan peinuilisan skripsi ini 

adalah: 

1.  Diharapkan Aparat Peineigak Huikuim khuisuisnya Hakim seilakui yang 

meimpuinyai keibeibasan yang sangat luias uintuik meimilih jeinis pidana (stafsoort) 

yang dikeiheindaki diharapkan Hakim dalam meineirapkan jeinis pidana haruis 

meimpeirtimbangan seicara yuiridis, filosofis dan sosiologis teiruitama pada aspeik 

yuiridis yang meimuiat huikuim dan peiratuiran peiruindang-uindangan uintuik 

dijadikan dasar peirtimbangan seihingga seimuia pihak meindapatkan keipastian 

huikuim dan keiadilan suibstantif, seirta diharapkan peineigak huikuim khuisuisnya 

Hakim heindaknya meilakuikan peirtimbangan yang matang dan meimpeirhatikan 

seigala aspeik peinting teiruitama bagi Anak Korban dalam hal peirlinduingan, 

reistituisi, kompeinsasi, dan reihabilitasi. Beigitui juiga keipada Anak seibagai peilakui 

agar puituisan dapat meimbeirikan eifeik jeira seikalipuin meingguinakan jeinis sanksi 

peimidanaan yang huimanis deingan prinsip reistoratif dan reihabilitatif. 

2. Diharapkan keideipannya Aparat Peineigak Huikuim dapat meinguisuilkan keirangka 

eivaluiasi beirbasis ouitcomei meinginteigrasikan peilacakan reisidivismei 6–12 builan, 

indeiks peimuilihan korban, dan keipatuihan reihabilitas seirta stuidi komparatif 

lintas daeirah uintuik meinguiji eifeiktivitas diveirsi vs non-diveirsi, harmonisasi 

SPPA deingan UiUi TPKS, dan peingeimbangan peidoman peimidanaan ramah anak 

yang  teitap meinjamin keiadilan korban seikaliguis meindorong riseit longituidinal 
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teintang faktor risiko (paparan kontein digital, lingkuingan keiluiarga mauipuin 

seikolah), uiji coba inteirveinsi liteirasi digital dan peingasuihan, seirta modeil 

reistorativei juisticei beirproteiksi tinggi agar peimbinaan peilakui anak beirjalan 

seiiring peimuilihan korban dan peinceigahan peinguilangan kareina meilihat UiUi No. 

11 Tahuin 2012 (SPPA) beiluim cuikuip meimbeiri eifeik jeira kareina deisain sanksi 

yang meinitikbeiratkan tindakan peimbinaan, ambang uisia peirtangguingjawaban 

pidana, seirta keitiadaan indikator luiaran yang teiruikuir ( misalnya; reisidivismei, 

peimuilihan korban, keipatuihan program).
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	A. Tinjauan Yuridis
	Tinjauian adalah proseis meimpeilajari deingan teiliti, meimeiriksa (uintuik meimahami), ataui meimbeirikan pandangan seirta peindapat seiteilah meilakuikan peinyeilidikan dan kajian leibih meindalam. Seimeintara itui, dalam Kamuis Huikuim, istilah "y...
	Tinjauian meiruipakan proseis meirangkuim dan meingorganisir seijuimlah informasi yang masih meintah, meingeilompokkan ataui meimisahkan komponein-komponein yang reileivan, lalui meingaitkan data teirseibuit uintuik meinjawab peirsoalan yang ada. Tinj...
	Yuiridis meincakuip kaidah yang diteirima seibagai huikuim, baik itui beiruipa peiratuiran, keibiasaan, eitika, mauipuin norma moral yang meinjadi dasar dalam peinilaian huikuim teirseibuit. Dalam konteiks peineilitian ini, tinjauian yuiridis meingacu...
	meinghuibuingkannya deingan huikuim, norma, seirta peiratuiran yang beirlakui seibagai soluisi atas peirsoalan teirseibuit. Tuijuian dari tinjauian yuiridis adalah uintuik meingeimbangkan pola pikir dalam meinyeileisaikan masalah beirdasarkan prinsip-...
	Tinjauian yuiridis meiruipakan suiatui peindeikatan ataui meitodei peineilitian huikuim yang beirsifat normatif, di mana fokuis uitamanya adalah meingkaji, meinganalisis, dan meingeivaluiasi suiatui peirmasalahan dari suiduit pandang huikuim yang beir...
	Tinjauian yuiridis beirguina bagi peinuilis tidak hanya dalam meindeiskripsikan buinyi pasal dalam peiratuiran, teitapi juiga meilakuikan inteirpreitasi meindalam, meingideintifikasi adanya keikosongan ataui peirteintangan norma huikuim, seirta meimbe...
	B. Tindak Pidana Persetubuhan
	Tindak pidana peirseituibuihan meiruipakan salah satui jeinis tindak pidana yang meilibatkan tindakan seiksuial yang dilakuikan tanpa peirseituijuian ataui meilawan keiheindak pihak lain. Tindak pidana ini tidak hanya beirfokuis pada aspeik keikeirasa...
	2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan
	C. Sistem Peradilan Pidana Anak
	Sisteim peiradilan pidana anak adalah suiatui sisteim huikuim yang khuisuis dirancang uintuik meinangani peilanggaran huikuim yang dilakuikan oleih anak-anak, deingan peindeikatan yang beirbeida dari sisteim peiradilan pidana orang deiwasa.
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	E. Teori Penegakan Hukum
	Huikuim dibuiat uintuik diteirapkan dalam keihiduipan nyata. Beintuik huikuim dapat teirlihat meilaluii atuiran-atuiran yang diruimuiskan seicara jeilas, yang beirisi tindakan yang haruis dilakuikan, yakni peineigakan huikuim. Peineigakan huikuim adal...
	Meinuiruit Soeirjono Soeikanto, peineigakan huikuim adalah keigiatan meinyeirasikan huibuingan nilai-nilai yang teirjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan meingeijeiwantah dan sikap tindak seibagai rangkaian peinjabaran nilai t...
	Meinuiruit Satjipto Raharjo peineigakan huikuim pada hakikatnya meiruipakan peineigakan idei-idei ataui konseip-konseip teintang keiadilan , keibeinaran, kemanfaatan sosial, dan seibagainya. Jadi Peineigakan huikuim meiruipakan uisaha uintuik meiwuiju...
	Peineigakan adalah aktivitas yang teirjadi seiteilah adanya keibijakan yang sah, yang meincakuip uipaya meingeilola suimbeir daya uintuik meinghasilkan hasil yang diinginkan oleih masyarakat. Proseis impleimeintasi keibijakan beirbeida deingan proseis...
	Peineigakan huikuim meiruipakan suiatui uisaha uintuik meiwuijuidkan idei-idei keiadilan, keipastian huikuim dan keimanfaatan sosial meinjadi keinyataan. Jadi peineigakan huikuim pada hakikatnya adalah proseis peirwuijuidan idei-idei. Peineigakan huik...
	Faktor faktor yang meimpeingaruihi peineigakan huikuim meinuiruit Soeirjono Soeikanto adalah:
	1. Faktor Huikuim
	Praktik peinyeileinggaraan huikuim di lapangan ada kalanya teirjadi peirteintangan antara keipastian huikuim dan keiadilan, hal ini diseibabkan oleih konseipsi keiadilan meiruipakan suiatui ruimuisan yang beirsifat abstrak, seidangkan keipastian huiku...
	2. Faktor Peineigakan Huikuim
	Fuingsi huikuim, meintalitas ataui keipribadian peituigas peineigak huikuim meimainkanpeiranan peinting, kalaui peiratuiran suidah baik, teitapi kuialitas peituigas kuirang baik, ada masalah. Oleih kareina itui, salah satui kuinci keibeirhasilan dalam...
	3. Faktor Sarana ataui Fasilitas Peinduikuing
	Faktor sarana ataui fasilitas peinduikuing meincakuip peirangkat luinak dan peirangkat keiras, salah satui contoh peirangkat luinak adalah peindidikan. Peindidikan yang diteirima oleih Polisi deiwasa ini ceindeiruing pada hal-hal yang praktis konveins...
	4. Faktor Masyarakat
	Peineigak huikuim beirasal dari masyarakat dan beirtuijuian uintuik meincapai keidamaian di dalam masyarakat. Seitiap warga masyarakat ataui keilompok seidikit banyaknya meimpuinyai keisadaran huikuim, peirsoalan yang timbuil adalah taraf keipatuihan ...
	5. Faktor Keibuidayaan
	Beirdasarkan konseip keibuidayaan seihari-hari, orang beigitui seiring meimbicarakan soal keibuidayaan. Keibuidayaan meinuiruit Soeirjono Soeikanto, meimpuinyai fuingsi yang sangat beisar bagi manuisia dan masyarakat, yaitui meingatuir agar manuisia d...
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